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atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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Tanda Nama Huruf Latin
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Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
) Fathah dan _
¢ al
ya
Fathah dan
3 au
wau
Contoh:
s kaifa Js  :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harkat dan Nama Huruf
Huruf dan tanda
Fathah dan alif =
L a
" atau ya
g Kasrah dan ya 1
, Dammah dan
g i
waw
Contoh:
Jé - Qala
@) .rama
Ja L qila
Js&  :yagilu

. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah (¢3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutah (¢) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:



JUkY) Ak . raudah al-atfal/ raudatul atfal

&5 8 ghal) Adgaal) - al-Madimah al-Munawwarah/
al-Madiatul Munawwarah
dall - talhah
Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa
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ABSTRAK

Nama : Finni Rahmawati

Nim : 121310026

Fakultas/jurusan : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari’ah

Judul - Analisis  Hukum  Terhadap  Pertanggungan Barang

Hilang/Rusak Pada PT. JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan
Teori Yad-Amanah dan Yad-Damanah)

Tanggal Sidang : 31 Juli 2017

Tebal Skripsi : 70 Halaman

Pembimbing I  : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag

Pembimbing Il : Dr. Jabbar Sabil, MA

Kata kunci : Pertanggungan Barang

Pertanggungan merupakan tanggung jawab pihak perusahaan terhadap
konsumennya apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji). Tanggung jawab yang
diberikan oleh perusahaan yaitu berupa ganti kerugian. Ganti rugi yang diberikan
oleh JNE yaitu dengan harga maksimal 10 kali biaya kirim, kecuali dengan
menggunakan asuransi maka akan diganti sepenuhnya. Dapat dikatakan ganti rugi
yang diberikan oleh JNE hanya sebagian, sedangkan dalam hukum Islam dan Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu Pasal 88, Pasal 1236 dan 1246, dan
juga pada Bab VI UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
menjelaskan bahwasanya ganti rugi tersebut harus penuh. Pertanyaan penelitian
dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungan yang diberikan PT. JNE terhadap
pengirim atas barang yang hilang atau rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh dan
bagaimana pertanggungan barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh menurut konsep
yad-amanah dan yad-damanah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
analisis dan metode istislahiyah, yaitu kegiatan penalaran terhadap nas yang
bertumpu pada penggunaan pertimbangan mashlahat dalam upaya untuk menemukan
hukum syarak dari sesuatu masalah dan merumuskan atau membuat pengertian dari
sesuatu perbuatan hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggungan yang
diberikan JNE apabila tidak menggunakan asuransi yaitu maksimal 10 kali biaya
kirim. Dalam Islam pertanggungan termasuk ke dalam akad yad-amanah
(wadi‘ahf/titipan) dan yad-damanah (daman). Tetapi pada JNE tidak sama dengan
wadi‘ah yang dimaksud dalam magasid al-syari’ah, karena barang tersebut bukan
disimpan, tetapi dikirim dan berisiko rusak sehingga tidak bisa dilepas dari tuntutan
ganti rugi bila ada unsur kelalaian. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa
solusi yang ditempuh pihak JNE cukup adil, karena menengahi kedua kondisi
tersebut.



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Suatu perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya harus
bertanggungjawab terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena pengiriman yang
dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan lancar, seperti barang yang dikirim tidak
sampai, rusak atau pun hilang.! Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib
menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan
yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan).” Dengan demikian
tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian (i/tizam) yang disepakati.

Apabila perjanjian yang telah disepakati itu dilanggar, maka dapat diajukan
gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang
menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.® Oleh sebab itu pihak
yang menimbulkan  kerugian  (perusahaan  pengiriman  barang) harus

bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami oleh pihak konsumen.

Konsep yang berkenaan dengan masalah pertanggungan, dalam literatur Islam
dikenal dengan vyad al-amanah dan yad al-damanah yang berkaitan dengan

perubahan akhlak manusia. Muhammad Qasim al-Mansi mencontohkan beberapa

"Wawancara dengan Mustaqim, Supervisor Sales PT JNE Batoh Banda Aceh pada tanggal 24
juni 2016 jam 14:30

ZJuwariyah, Hadis Tarbawi (Yogyakarta: Teras, 2010), him. 99.

3Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus (Jakarta: Kencana: 2004), him. 115.



kasus di masa sahabat, misalnya perubahan yang dilakukan oleh ‘Ali ibn Abi Talib
yang terkait dengan sifat amanah.* Di masa Rasulullah saw. seorang tukang (al-
sani‘), atau seorang penyewa tidak menanggung kerugian barang yang rusak di
tangannya sebab ia dianggap amanah, kecuali jika terbukti ada unsur kesengajaan
atau teledor, dari Amar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw.
bersabda, ““Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.”
(HR. Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah).> Keadaan
berubah, orang-orang sudah tidak amanah seperti di masa Rasul, maka
memberlakukan hadis ini secara tekstual dapat menghilangkan banyak hak. Dari itu

‘Ali ibn Abi Talib ra. mewajibkan pembayaran (daman).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tanggung jawab pihak
penanggung diatur dalam dua macam pembatasan, yaitu pertama barang yang
ditanggung keselamatannya, maksudnya adalah jika terjadi kerusakan terhadap
barang tersebut. Sedangkan kedua adalah tentang orang yang ditanggung, yakni jika
terjadi kekeliruan pihak tertanggung sendiri.® Kemudian dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dikatakan bahwa dalam menentukan besarnya
ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa
ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi

dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan

*Muhammad Qasim Al-Mansi, Taghayyur al-Zuruf wa Asruh fi Ikhtilaf al-Ahkam fi Syari’at
al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Nur wa al-Amal, 1985), him. 352.

*lbnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum (Jakarta: Gema Insani,
2013), him. 420.

®Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), him 122.



kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam
kedudukan yang seharusnya andaikata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak
terjadi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, ganti kerugian harus
diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-
unsur yang tidak terkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau
kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.” Jadi, siapa pun yang tindakannya
merugikan pihak lain, dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang
harus ia lakukan berdasarkan yang telah mereka capai. Tindakan yang merugikan ini,
memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta pembatalan atas
perjanjian yang telah dibuat, beserta penggantian atas segala biaya, bunga, dan

kerugian yang telah dideritanya.®

Sekilas, pada realitas yang sebenarnya, pihak perusahaan juga memberikan
tanggungan terhadap barang apabila terjadinya wanprestasi. Salah satu perusahaan
pengiriman barang yang memberi tanggungan terhadap keselamatan barang
konsumen yaitu PT. JNE ( PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir). Di sini memang pihak
JNE memberikan tanggungan terhadap barangyang hilang/rusak, yaitu dengan
memberikan ganti rugi. Tetapi ganti rugi yang diberikan oleh pihak JNE hanya
sebesar 10 kali dari biaya kirim satu kilo terhadap barang yang hilang atau rusak

tanpa menghitung berat barang tersebut. Kecuali dengan menggunakan asuransi,

’Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, him. 103.
®Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2000), him 63.



maka akan digantikan seharga barangnya, dengan biaya asuransi yaitu sebesar 0,2%
dari harga barang ditambah administrasinya sebesar Rp 5000,-.° Tapi ganti rugi yang
diberikan oleh PT JNE tidak sesuai dengan yang telah diatur oleh hukum positif dan
hukum Islam, atau dapat disimpulkan bahwasanya pihak JNE hanya memberikan

ganti rugi sebagian.

Salah satu undang-undang yang menjelaskan tentang ganti rugi yaitu pada
Bab VI UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang tanggung
jawab pelaku usaha, Pasal 19 ayat (1) bahwasanya pelaku usaha bertanggungjawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen
akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,
kemudian ayat (2) menjelaskan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis
atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fatwa DSN-MUI No0.43/DSN-MUI/VI1I1/2004 tentang ganti rugi yang
menjelaskan pendapat salah satunya Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al daman,
Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998, salah satu bunyi isi ketentuan umum yang berlaku pada
ganti rugi yaitu: “Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti

semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan

*Wawancara dengan Mustaqim, Supervisor Sales PT JNE Batoh Banda Aceh pada tanggal 24
juni 2016 jam 14:30



menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib
menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”.*® Oleh karena
itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ganti rugi dengan mengangkat judul
“Analisis Hukum Terhadap Pertanggungan Barang Hilang/Rusak Pada PT.
JNE Batoh Banda Aceh (Pendakatan Teori Yad al-amanah dan Yad al-

damanah)”.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan agar
dapat ditemukan solusinya, yaitu:
a. Bagaimana pertanggungan yang diberikan PT. JNE terhadap pengirim atas
barang yang hilang atau rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh?
b. Bagaimana pertanggungan barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh

menurut konsep yad-amanah dan yad-damanah?

1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini
bertujuan:
a. Untuk mengetahui pertanggungan yang diberikan PT. JNE terhadap
pengirim atas barang yang hilang atau rusak pada PT. JNE Batoh Banda

Aceh.

Ysuwidi, Kumpulan Fatwa DSN-MUI (gabungan): buku | & 11 (Tahun 2000-2015).



b. Untuk mengetahui pertanggungan barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh

menurut konsep yad-amanah dan yad-damanah.

1.4.  Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalah pahaman dan memudahkan pembaca dalam
memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah
berikut:
1.4.1.Pertanggungan
Pertanggungan adalah jaminan, garansi, atau barang yang diserahkan untuk
jaminan atau barang utang dan sebagainya.'* Dalam arti lain, pertanggungan adalah
bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seorang yang
mempunyai kewajiban membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda
yang dijadikan barang jaminan. Dalam Islam, tanggungan atas harta benda yang
dijadikan barang jaminan dengan istilah mengembalikan harta benda disebut dengan
al-daman.
1.4.2.Barang hilang dan rusak
Barang merupakan benda, sesuatu yang berwujud cair, benda keras dan
sebagainya. Hilang adalah tak ada lagi, tidak kelihatan, lenyap, meninggal.

Sedangkan rusak adalah sudah tidak utuh atau tidak baik lagi seperti pecah, hancur,

“Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (Jakarta: Eska Media), him. 785.



tidak teratur lagi dan sebagainya, dalam arti kiasan bermacam-macam maksudnya,
seperti: sudah tak baik lagi dan sebagainya, sangat menderita, sedih, buruk

tabiatnya.?

1.4.3.JNE
JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang

berkantor pusat di Jakarta, Indonesia.*®

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas
secara spesifik tentang analisis hukum terhadap pertanggungan barang hilang/rusak
pada PT JNE Batoh Banda Aceh berdasarkan pendekatan teori yad-amanah dan yad-
damanah, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan pertanggungan,
diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Cut Mira Aslani, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Ekonomi Islam prodi HES yang lulus pada tahun 2014 dengan judul Pertanggungan
Risiko Pembiayaan Lingkage Program Melalui PT. BPRS Hikmah Wakilah Di PT.
Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh. Dengan permasalahannya yaitu cara

mitigasi risiko yang dilakukan pada pembiayaan lingkage program melalui PT. BPRS

“Ibid, him. 626.
13 Wawancara dengan Mustaqim, Supervisor Sales PT JNE Batoh Banda Aceh pada tanggal
24 juni 2016 jam 14:30



Hikmah Wakilah di PT Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh, kemudian
sistem pertanggungan risiko pada pembiayaan lingkage program melalui PT. BPRS
Hikmah Wakilah di PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh.**

Kemudian sebuah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rahmayani salah
satu Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry dengan judul Perjanjian
Pertanggungan Pembiayaan Murabahah Untuk Nasabah Oleh PT. Bank Muamalat
Indonesia Cabang Banda Aceh Dan PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh.
Skripsi ini menjelaskan tentang tidak adanya pengembalian premi terhadap nasabah
yang tidak mengalami klaim dikarenakan pada perjanjian tersebut dana premi
nasabah/peserta hanya dialokasikan dalam bentuk dana tabarru’ dan ujroh dan tidak
terkandung unsur tabungan didalamnya.™

Penelitian skripsi lain dilakukan oleh Nadia Putri Fakultas Syari’ah UIN Ar-
Raniry dengan judul Pertanggungan Risiko Dan Pembiayaan Klaim Pada Produk
Mobilkoe Syari’ah Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Syari’ah Aceh. Skripsi ini
membahas tentang pemberian manfaat pertanggungan menyeluruh pada mobil

maupun pemilik kendaraan.®

1.6. Metode Penelitian

¥Cut Mira Aslani, “Pertanggungan Risiko Pembiayaan Lingkage Program Melalui PT.
BPRS Hikmah Wakilah Di PT. Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh”, (Skripsi yang tidak
dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.

>Rahmayani, “Perjanjian Pertanggungan Pembiayaan Murabahah Untuk Nasabah Oleh PT.
Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh Dan PT. Asuransi Takaful Cabang Banda
Aceh,(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

®Nadia Putri, “Pertanggungan Risiko Dan Pembiayaan Klaim Pada Produk Mobilkoe
Syari’ah Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Syari’ah Aceh”, (Skripsi yang tidak dipublikasikan),
Fakultas Syari’ah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.



Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data penelitiannya. Cara-cara yang digunakan untuk menyusun
sebuah karya ilmiah sangat berhubungan erat terhadap permasalahan yang ingin
diteliti, yang akan memberi pengaruh untuk kualitas sebuah penelitian. Oleh karena
itu, cara-cara yang ditempuh dalam penulisan serta penyusunan karya ilmiah ini

adalah sebagai berikut:

1.6.1.Jenis penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis
yaitu kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Metode deskriptif bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok
tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada
tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.!’
Metode ini digunakan untuk menggambarkan analisis hukum terhadap pertanggungan
barang hilang/rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh. Selanjutnya data yang
diperoleh ditinjau menurut hukum Islam guna menggambarkan suatu masalah yang

diteliti secara menyeluruh.

1.6.2. Metode pengumpulan data

' Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002), him 24.



Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis
menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research) dan penelitian
lapangan (field research).

1.6.2.1. Metode penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara
lengkap serta untuk menentukan tindakan yang diambil. Pengumpulan data diperoleh

dari mengkaji baik dari buku maupun artikel yang berkaitan dengan pertanggungan.

1.6.2.2. Metode penelitian lapangan
Metode ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang valid dan akurat.
Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan

mendatangi objek penelitian yaitu PT. JNE yang berlokasi di Batoh, Banda Aceh.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka teknik
yang digunakan wawancara dan dokumentasi.

1.6.3.1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam
percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan
dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam

keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui



telepon.’® Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak atau
karyawan JNE mengenai data yang ingin diperoleh.

1.6.3.2. Observasi (pengamatan)

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik gajala-gejala yang diselidiki. Pengamatan yang dilakukan
pada penelitian ini yaitu terhadap proses pemberian pertanggungan barang

hilang/rusak pada PT JNE Batoh Banda Aceh.

1.6.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-
catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan
diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya

mengambil data yang sudah ada.®

1.6.4. Instrumen pengumpulan data
Dalam kegiatan pengumpulan data, agar menjadi lebih tersusun dan mudah
dipahami, peneliti bebas memilih alat bantu yang digunakan. Instrumen pengumpulan

data yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang

18 Nasution, Metode research (penelitian llmiah) (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), him.113.
19 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), him
158.



dilakukan.?® Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa alat
perekam serta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara yang disampaikan oleh
karyawan PT.JNE tersebut, serta keterangan-keterangan yang berhubungan dengan

topik pembahasan dalam menyelesaikan karya tulis ini.

1.6.5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah “an
approach to a problem which takes a broad view, which tries to take all aspects into
account, which concentrates on interaction between the different parts of the problem
(Pendekatan sistem adalah pendekatan pada suatu masalah yang mengambil
pandangan yang luas, yang mencoba mengambil semua aspek kedalam laporan, yang
memusatkan pada interaksi antara bagian yang berbeda dari masalah itu).%
Pendekatan ini dengan menerapkan metode istislahiyah sebagai sistem analisis.
Metode istislahiyah yaitu kegiatan penalaran terhadap nas yang bertumpu pada
penggunaan pertimbangan mashlahat dalam upaya untuk menemukan hukum syarak
dari sesuatu masalah dan merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu
perbuatan hukum.?? Dengan langkah-langkah: pertama, menentukan masalah yang
akan diselesaikan, menetapkan metode penalaran dan hipotesis yang dirasa
relevandalam masalah ini yaitu yang berhubungan dengan pertanggungan barang

hilang/rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh. Kedua, melihat realitas: diamati

20 Syharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta. 2005), him. 149.

“"Husni Muadz, M., Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi
Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem (Mataram: IPGH, 2014), him. 53.

Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiyah (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), him. 335.



dengan teori dan hipotesis sebagai kaca mata sekaligus alat ukur (melihat masalah
yang terjadi pada PT. JNE yang berhubungan dengan pemberian tanggungan kepada
konsumen). Ketiga, ideal state/teori/nas: dirumuskan berdasarkan nas dan realitas
(memperhatikan dalil dan menemukan asas dan prinsip yang ada dalam Alquran dan
Sunnah) yang berhubungan dengan masalah, yaitu tentang pemberian tanggungan

atau ganti rugi oleh PT. JNE.

1.6.6. Penyajian data

Penyajian data yang penulis sajikan dalam skripsi ini, berpedoman pada buku
Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan
oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2010, sedangkan
untuk menerjemahkan ayat-ayat Alqur’an yang dikutip dalam skripsi ini penulis
berpedoman pada Al-Qur’an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Sabiq tahun
2013.

1.7.  Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini, maka pembahasannya
dikelompokkan dalam empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode
penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
istrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, penyajian data dan

sistematika pembahasan.



Bab kedua merupakan konsep pertanggungan dalam Islam tentang konsep yad
amanah dan yad damanah (wadi’ah dan daman) yang terdiri dari pengertian, rukun,
syarat, contoh, dalil (Al-qur’an dan Hadis), kemudian menjelaskan tentang perjanjian
dalam Islam, tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sanksi bagi orang yang

melanggar perjanjian pada masa Rasulullah.

Bab ketiga merupakan gambaran umum profil PT. JNE yang meliputi sejarah
singkat perusahaan, visi dan misi, stuktur organisasi perusahaan, merek dagang,
mekanisme pengiriman, pelaksanaan tanggung jawab yang meliputi jenis dan bentuk
pelayanan, syarat dan ketentuan, dan analisa data.

Bab keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan yang dilengkapi
dengan adanya saran-saran yang mungkin dapat berguna sebagai pedoman bagi

peneliti seterusnya.



2.1.

BAB DUA

KONSEP PERTANGGUNGAN DALAM ISLAM

Konsep Yad Amanah dan Yad Damanah

2.1.1.Wadi‘ah (yad amanah)

a. Pengertian wadi‘ah

Kata wadi‘ah berasal dari kata wada‘a asy syai’, berarti meninggalkannya
atau dapat dikatakan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk
dijaga.?® Menurut bahasa, wadi‘ah (penitipan) adalah barang yang diletakkan
kepada selain pemilik barang supaya dijaga., sedangkan menurut syarak berarti
proses atau perbuatan penitipan.®*

Terjadinya akad wadi‘ah (penitipan barang) atas dasar saling percaya
diantara kedua belah pihak, dan titipan tersebut merupakan amanah yang berada
di tangan penerima titipan, sehingga dia tidak berkewajiban mengganti titipan
kecuali akibat kelalaian dalam penjagaan. Apabila si penerima titipan lalai dalam
mencegah sesuatu yang dapat merusak titipan tersebut, maka dia berkewajiban
menanggung atau mengganti titipan itu.?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan si penerima titipan dikenakan

penanggungan terhadap titipan yaitu: pertama, menitipkan titipan ke orang lain

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12 (Bandung: PT Alma’arif, 1987), him. 74
*Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i (Jakarta: Almahira, 2010), him. 227
®lbid, him. 235



tanpa ada uzur dan izin dari pemiliknya, atau menyerahkan titipan kepada orang
yang dapat dipercaya padahal dia mampu menyerahkannya kepada hakim.
Kedua, berpergian sambil membawa barang titipan. Ketiga, tidak berwasiat
bahwa status barang tersebut adalah titipan, sehingga ketika penerima titipan
sakit yang sangat mengkhawatirkan jiwanya, atau dipenjara karena membunuh,
dia wajib berwasiat. Keempat, memindahkan titipan dari suatu kawasan. Kelima,
kelalaian melindungi titipan dari kerusakan. Keenam, kelalaian dalam
memanfaatkan titipan. Ketujuh, menyalahi perintah penjagaan. Kedelapan,

menelantarkan titipan tanpa ada uzur.?®

b. Rukun wadi‘ah

Ada empat macam rukun penitipan barang yaitu (1) pihak yang
menitipkan, (2) pihak menerima titipan, (3) adanya objek (barang titipan), dan
(3) sighat (ijab dan gabul).?” Pihak penerima titipan dan pihak yang memberikan
titipan harus cakap hukum, balig serta mampu menjaga serta memelihara barang
titipan. Objek titipan adalah benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui
spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. ljab kabul/serah terima, adalah

pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela diantara keduanya.®

c. Syarat-syarat wadi‘ah

Ibid, him. 236

?"\Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, him. 228

?8Sri Nurhayati dan wasilah, Akuntansi Syari’ah Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2001),
him. 250



Syarat pihak yang mengadakan akad yaitu balig, berakal sempurna, dan
cakap.”® Syarat lainnya pertama, pihak yang menitipkan dan orang yang
menerima titipan telah terkena taklif (telah dibebani kewajiban-kewajiban atau
sudah dewasa) serta sehat akalnya. Maka tidak boleh anak kecil dan orang gila
menitipkan sesuatu, dan tidak boleh juga barang titipan dititipkan kepada
mereka. Kedua, tidak ada jaminan atas orang yang menerima titipan apabila
barang titipannya itu rusak, selama kerusakannya terjadi bukan karena
pelanggaran atau kelalaian darinya. Ketiga, masing-masing orang Yyang
menitipkan dan orang yang menerima titipan itu berhak mengembalikan barang
titipan itu kapan saja dia berkehendak. Keempat, orang yang menerima titipan
tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya dalam
bentuk apapun, kecuali atas izin dan keridaan pemiliknya. Kelima, apabila
berselisin dalam pengembalian barang titipan, maka perkataan yang diterima
adalah perkataan orang yang menerima titipan disertai sumpahnya, kecuali jika
orang yang menitipkan barang titipannya itu memberikan keterangan bukti yang

menguatkan bahwa terdakwa tidak mengembalikan barang titipan kepadanya.*°

2.1.2. Daman (yad damanah)

a. Pengertian Daman

»\Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, him. 229
%5yaikh Abubakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim: pedoman hidup ideal seorang muslim
(Solo: Insan Kamil, 2008), him. 684.



Daman (Ow=ll) menurut bahasa yaitu menjamin atau menanggung.
Menurut fikih, daman yaitu menjamin tanggung jawab orang lain yang
berhubungan dengan harta benda.** Daman adalah jaminan, kontrak jaminan
(juga disebut kafalah) dan salah satu dari hubungan dasar dengan harta, dengan
beban tanggung jawab atas resiko kerugian yang diderita.*> Dengan adanya
tanggung jawab ditetapkan kepada manusia maka dia mampu melaksanakan
kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus haknya dan hak orang
lain yang ada padanya, dan ditetapkannya hal itu dalam tanggungjawabnya.
Tanggungan ditetapkan bagi manusia sejak dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi
dasar ditetapkannya kecakapan menjalankan kewajiban adalah karena manusia
itu hidup, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan hidup,
kecuali dia memiliki tanggungan, dan berdasarkan hal itu, dia memiliki
kecakapan untuk melaksanakan kewajiban secara penuh.*

Daman adalah menanggung kewajiban dari orang yang memiliki
kewajiban. Misalnya, ada seseorang yang mengatakan “Dia adalah tanggungan
saya, dia saya yang jamin.” Oleh karena itu dia menjadi penjamin. Pemilik hak
berhak untuk menuntut haknya kepada penjamin.®* Ataupun misalnya, ada
sebuah hak pada seseorang lalu dia menuntutnya, lalu orang lain dibenarkan

bertindak mengatakan “itu tanggunganku dan akulah yang akan menjadi

*!Mustofa Dieb Al Bigha, Figh Islam (Surabaya: Insan Amanah, 142H), him. 249.

%2 Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), him. 56.

3Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari cet.1
(Jakarta: Al-Kautsar,2008), him. 43.

% Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,
2015), him.625.



jaminannya”, maka dengan demikian dia menjadi orang yang menjamin
(bertanggungjawab) dan orang yang memiliki hak tersebut berhak memintanya,
dan jika dia tidak memberikannya maka orang yang mempunyai hak itu meminta
kepada orang yang ditanggung.

Daman (tanggungan) adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan
pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak
tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan.
Tanggungan pun kerap dijadikan sebagai istilah sebuah perjanjian yang
menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan
demikian, tanggungan itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk
tanggungan ketanggungan yang lain.®

Daman ialah menanggung (menjamin) hutang, menghadirkan barang atau
orang ketempat yang ditentukan. Diantara pengumuman secara syar‘; untuk
hutang adalah penjaminan. Al-Daman yang diambil dari kata-kata ad-dimnu
karena tanggung jawab penjamin menjadi pada orang yang dijamin, dikatakan at-
dammun tanggung jawab orang yang ia jamin dalam sikap selalu dengan hak.
Makna al-daman menurut istilah memegang teguh apa yang menjadi kewajiban
orang lain dengan keberadaan orang yang ia jamin, atau memegang teguh apa-

apa yang wajib. Sebagaimana jika dikatakan, “Apa-apa yang engkau berikan

%Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, him. 157.



kepada si Fulan menjadi tanggunganku.”*® Misalnya: pertama, A menjamin
utang B kepada C, maka C boleh menagih kepada si A atau kepada si B; dan
apabila salah satu dari keduanya telah membayar, selesailah utang-piutang antara
B dan C. Kedua, A menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam B
dari C, maka apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, A lah yang
berkewajiban mengembalikannya kepada C. Ketiga, menjamin untuk
menghadirkan seseorang yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada
waktu dan tempat yang ditentukan jika perlu. Yang terakhir ini dinamakan juga
kafalah.

Orang yang memberi hutang berhak menagih kepada siapa pun yang
diinginkannya, baik damin (penanggung hutang) maupun madmiin ‘anhu (Orang
yang ditanggung hutangnya). Apabila damin berhutang, dia bisa meminta
madmin ‘anhu untuk ganti membayar hutangnya jika daman tersebut dan
pelunasannya berdasarkan izinnya. Tidak sah hukumnya daman untuk hutang
yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak berada dalam perjanjian, kecuali
diketahui barangnya. Misalnya, seseorang mengatakan, “saya menanggung apa
yang engkau hutangkan kepada si Fulan.*’

Penjaminan adalah bagian dari sikap saling tolong-menolong dalam

perkara kebaikan dan ketakwaan, membantu kebutuhan seorang muslim, dan

%Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap (jilid I-11) (Jakarta:
Darul Falah, 2005), him. 558.

¥Musthafa Diib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab
Syafi’i (Solo: Media Zikir, 2009), him.281.



melonggarkan kesulitannya. Penjaminan adalah akad demi kasih sayang yang
dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan pertolongan kepada orang lain.
Penjaminan sah dengan lafal “aku penjamin”, atau “aku yang menghadapi”, atau
“aku yang menanggung”, atau “aku yang mengurus”, atau dengan lafal, “aku
tanggung hutang anda”, atau “aku jamin itu”, atau “itu urusanku”, dan semua
lafal yang mewakili makna penjaminan. Ada ketentuan lafal khusus untuk itu.
Maka, semuanya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Pemilik hak
hendaknya menagih siapa yang dia kehendaki penjamin atau orang yang dijamin
karena haknya tetap ada pada keduanya. la bebas menagih kepada siapa yang ia
kehendaki dari keduanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemilik hak tidak
diperbolehkan menagih kepada penjamin, kecuali jika ia berhalangan untuk
menagih kepada orang yang dijamin, karena penjaminan adalah suatu cabang,
tidak boleh langsung menagih kepadanya. Juga karena penjaminan adalah
penegasan hak seperti gadai.*®

Penagihan yang dilakukan kepada penjamin dengan keberadaan orang
yang dijamin akan memudahkan sikap memburukkan nama baik orang. Sesuai
dengan perjanjian bahwa pemilik hak tidak menagih kepada pihak penjamin,
kecuali ketika sedang ada halangan untuk menagih kepada orang yang dijamin
itu, atau karena ia belum mampu menyelesaikan hutangnya. Demikianlah

diketahui banyak orang. Ini adalah makna apa yang disebutkan Ibn Qayyim.**

*81bid, him. 559
®|bid, him. 560



Di antara permasalahan dalam penjaminan, tanggung jawab penjamin
tidak akan gugur, kecuali jika telah gugur tanggung jawab orang yang dijamin
dari hutang-hutang, baik karena pemutihan atau telah dibayar. Tanggung jawab
penjamin adalah cabang dari tanggung jawab orang yang dijamin dan
merupakan tambahan baginya. Karena penjamin adalah kepercayaan, jika yang
dijamin telah gugur tanggungjawabnya, selesailah kepercayaan itu sebagaimana
dalam perkara gadai dan juga penjamin harus mengetahui siapa yang ia jamin.
Maka, penjamin boleh mengatakan, “siapa yang berhutang kepada anda, aku
penjaminnya”. Juga tidak dipersyaratkan bahwa orang yang dijamin harus
mengetahui siapa orang yang menjaminnya. Karena tidak dipersyaratkan adanya
keridaan orang-orang yang dijamin atau orang yang menjamin, masing-masing
tidak dipersyaratkan harus saling mengetahui.*’

Dalam hal ini Orang yang bersedia memikul tanggungan disebut
penjamin (damin, hamil, za’im, kafil, dan sabir). Hanya saja menurut al-
Mawardi, menurut adat yang berlaku, istilah “daman” dipergunakan untuk
tanggungan dalam hal kekayaan, hamil dalam istilah diyat atau denda, za'im
dalam masalah tanggungan kekayaan berskala besar, kafil dalam hal asuransi
jiwa, dan sabir digunakan untuk semua bentuk tanggungan. **

Damin atau orang yang bertanggungjawab harus benar-benar mempunyai

hak sipil penuh. Damin boleh diberikan untuk suatu hutang yang belum dibayar

“0 Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap (jilid I-11), him. 561.
*\Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, him.157.



dan dapat dibayar pada suatu saat yang ditawarkan kepada seseorang yang dapat
secara legal dianggap sah sebelum jatuh tempo. Perpanjangan waktu yang
dimintakan oleh damin yang diberikan kepada pengutang kapan dibayarkan.
Apabila dia itu bermaksud untuk membayar utang, akan dianggap tidak sah
untuk meminta perpanjangan waktu lewat penjamin. Seorang damin atau
menjamin dapat mengundurkan diri sepanjang pinjaman itu tidak pernah
dilaksanakan, namun dia tidak dapat menarik diri terlebih dahulu kepada kreditur
yang mengambil sumpah terhadap adanya hutang. Hutang itu adalah yang harus
dibayarkan oleh penjamin. Dalam kasus dimana banyak orang menjadikan diri
mereka sebagai penjamin bagi orang yang menghutangkan dan bagi hutang yang
sama, maka Kkreditur hanya dapat menuntut dari masing-masing jaminan
sejumlah garansi yang telah diberikan, kecuali mereka itu bertindak secara

bersama-sama juga menanggung. *?

b. Rukun Daman

Pertama, yang menjamin. Disyaratkan sudah balig, berakal, tidak dicegah
membelanjakan hartanya, mahjir, dan dengan kehendaknya sendiri. Kedua, yang
berpiutang (madmiin lah). Syaratnya, ia diketahui oleh yang menjamin. Ketiga,
yang berutang (madmun ‘anhu). Keempat, utang, barang, atau orang. Disyaratkan
diketahui dan tetap keadaannya (baik sudah tetap maupun akan tetap). Kelima,

ucapan (lafz). Disyaratkan lafaz itu berarti jaminan, tidak digantungkan kepada

*2 A, Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah) (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), him. 469.



sesuatu dan tidak berarti sementara (mu’aqqgatan). Seperti dikatakan oleh yang
menanggung, “saya jamin utangmu kepada si anu”, atau “saya bertanggungjawab
untuk menghadirkan barang itu atau orang itu ketempat dan waktu yang
ditentukan,” walaupun tidak dijawab oleh yang berpiutang (di sini tidak wajib
kabul).*®

Orang yang berpiutang berhak menagih kepada yang menjamin atau
kepada yang berutang. Apabila utangnya dibayar oleh yang menjaminnya, dia
berhak meminta ganti kepada yang berutang, asal dia mendapat izin dari yang
berutang sewaktu akad dan sewaktu membayarnya. Seseorang yang berada
dalam urusan perkara boleh juga ditanggung untuk menghadirkannya ke majelis
pengadilan, asal perkara itu bersangkutan dengan manusia, tetapi kalau perkara
itu bersangkutan dengan Allah saja, seperti siksaan karena zina atau minum arak,
tidak boleh ditanggung karena dia dapat mengingkari perbuatannya agar dia

terlepas dari ancaman yang dihadapkan kepadanya.

c. Syarat-syarat Daman

Syarat sahnya daman (jaminan) ialah damin (penjamin) harus mengetahui
madmun-lahu (orang yang diberikan jaminan) menurut gawl yang asahh, sebab
manusia itu berlain-lainan dalam hal penagihan hutang, ada yang halus

tindakannya dan ada pula yang keras, sedangkan tujuan manusia pula berbeda-

*% Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007), him. 314.



beda dalam masalah penjaminan, karena menjamin tanpa mengenal apa
bendanya yang dijamin adalah mengandung gharar (penipuan).**

Tidak disyaratkan harus mengenal madmin ‘anhu (orang yang dijamin)
menurut qawl yang asahh, dan tidak disyaratkan mengetahui tentang
kehidupannya, tanpa ada k#kilaf, sebagaimana tidak disyaratkan juga keridaannya
tanpa ada khilaf. Adapun hutang itu disyaratkan harus telah tetap (lazim) pada
waktu penjaminnya, karena itu menjamin hutang yang belum tetap, hukumnya
tidak sah, walaupun sebab tetapnya hutang itu terus berlangsung, seperti
menjamin nafkah seorang istri pada hari esok. Hutang disyaratkan harus telah
tetap, tetapi tidak disyaratkan harus istigrar atau tidak dapat gugur.

Hutang yang dijamin juga disyaratkan harus maklum (diketahui
kadarnya), karena itu, tidak sah menjamin hutang yang tidak diketahui jumlahnya
(majhil). Misalnya seseorang berkata: Aku menjamin pembayaran harga barang
yang kamu jual kepada si fulan! Sedangkan ia tidak mengetahui berapa harga
barang itu, padahal untuk mengetahui harga barang yang dijual itu merupakan
perkara yang mudah. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan sah.*®

Dalam hukum daman juga disyaratkan yang pertama, daman disyaratkan
adanya kerelaan dari pihak penjamin, sedangkan dari pihak yang dijamin tidak
disyaratkan adanya kerelaan. Kedua, tanggungan pihak yang dijamin tidak bebas,

kecuali setelah penjamin menunaikannya. Jika tanggungan orang yang dijamin

*“Imam Tagiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, Kifayatul Akhyar (Surabaya: Bina Iman,
2003), him. 617.
*Ibid him. 618



telah bebas, maka tanggungan penjamin juga dianggap bebas. Ketiga, dalam
daman tidak disyaratkan harus diketahuinya pihak yang dijamin, sehingga
seseorang tidak diperbolehkan hanya menjamin orang yang dikenalnya saja,
mengingat daman itu dimaksud sebagai kebaikan. Keempat, tidak ada daman,
kecuali pada hak yang tetap dalam tanggungan atau hak yang mengarah kepada
sesuatu. Kelima, tidaklah menjadi masalah banyaknya pihak penjamin,
sebagaimana tidak menjadi masalah seorang penjamin dijamin oleh pihak lain.*®
Kemudian menurut pendapat Imam al-Rafi‘T dan Imam Nawawi,
syaratnya yaitu hutangnya harus telah tetap (tidak dapat gugur), telah tetap
menjadi tanggungan dan maklum. Setelah itu harus ada kepatutan bagi penjamin
untuk berbuat kesunnatan memberi percuma kepada orang lain.*’
Syarat daman yang lainnya yaitu:
— Persyaratan pihak yang menjadi penjamin
Cakap dalam bertindak, yakni kemampuan melaksanakan tatanan agama
dan mengelola kekayaan, karena tanggungan merupakan sebuah tindakan yang
berkenaan dengan harta. Oleh karena itu, tanggungan yang dilakukan oleh orang
gila, anak-anak, seseorang yang dicekal akibat cacat akalnya adalah tidak sah.
Sebab, mereka dianggap tidak cakap. Sedangkan tanggungan yang dilakukan
oleh seseorang yang diampu (majhil) akibat bangkrut adalah sah. Sama seperti

tanggungan atas pembelian barang yang dia lakukan juga sah.

*°Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam Islam),
(Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1419 H), him. 686.
*" Imam Tagiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar Kifayatul Akhyar, him. 618.



— Persyaratan tidak menjadi penanggung

Menurut pendapat yang asahh, tanggungan harus sepengetahuan pihak
penanggung atau orang yang memiliki piutang, karena karakter manusia dalam
pembayaran hutang ditinjau dari segi sulit dan mudahnya penagihan hutang
bermacam-macam. Selain itu, status hukum pengetahuan wakil penanggung
tentang tanggungan, sama dengan pengetahuan penanggung, sebagaimana fatwa
yang disampaikan lIbn ash-Salah dan lain-lain. Statemen tersebut merupakan
pandangan yang kuat, karena mayoritas manusia tidak akan pernah menyerahkan
haknya kepada seseorang, kecuali dia orang yang handal dalam melakukan
penuntutan, sehingga orang yang menyerahkan haknya secara umum cenderung

bersikap melunak.

— Persyaratan pihak tertanggung
Didalam masalah tanggungan tidak disyaratkan tidak meminta izin dari
pihak tertanggung, karena melunasi hutang pihak lain tanpa seizinnya dapat
dibenarkan, bahkan kesediaan melunasi hutang pihak lain merupakan tindakan
mulia. Alasan lainnya, ulama telah sepakat bahwa menanggung beban hutang
mayat adalah sah, meskipun dia tidak mampu mengganti pembayaran

tersebut.Begitu juga adanya tanggungan tidak harus diketahui oleh tertanggung,



dikiyaskan terhadap masalah permintaan izin, karena dalam kasus ini tidak
memuat muamalah.

— Persyaratan barang tanggungan (kekayaan atau piutang) yang menjadi
jaminan

Pertama, barang tanggungan berupa hak yang sudah pasti mengikat pada
saat akad tanggungan berlangsung, sehingga penanggung perkara yang belum
wajib hukumnya tidak sah. Misalnya penanggung biaya hidup istri dan
pembantunya sehari setelah hari ini, biaya hidup kerabat untuk masa yang akan
datang, dan penanggung perkara yang akan dipinjamkan kepada seseorang.
Karena tanggungan merupakan jaminan kepercayaan yang berkenaan dengan hak
milik, tanggungan tidak dibenarkan mendahuluinya, sama seperti penyampaian
kesaksian. Oleh karena itu, penanggungan nafkah istri dan pembantunya yang
telah lewat dan sehari setelahnya adalah sah, karena perkara tersebut sudah pasti
menjadi kewajiban. Dikecualikan dari persyaratan itu, tanggungan dengan sistem
tanggung-menanggung, maka tanggungan demikian hukumnya sah.

Tanggungan dengan sistem tanggung-menanggung, yakni tanggungan
hak kepemilikan atas barang jualan atau harga pembelian barang yang akan
diperoleh, misalnya seorang penjamin berkata kepada pembeli, ”Saya tanggung
jaminan harga pembelian barang milikmu, “ atau dia berkata kepada penjual,
“Saya tanggung barang jualan milikmu jika harga pembelian itu telah berhak

dimiliki, atau barang ditarik melalui akad syuf’ah yang dilakukan sebelumnya,



harga pembelian cacat, atau berkurang, karena rendahnya kualitas harga
pembelian atau kekurangan yang tampak dalam alat penimbang.

Kedua, barang tanggungan harus berupa hak milik yang telah mengikat
atau paling tidak statusnya akan mengikat. Ketiga, menurut gawl al-jadid, barang
tanggungan harus sudah diketahui. Maksudnya diketahui jenis, kadar, sifat, dan
bentuknya, karena penanggungan membiarkan kekayaan tetap dalam tanggungan
seseorang melalui akad, sehingga penanggungan menyerupai jual beli dan sewa-
menyewa. Oleh karena itu, penanggungan atas barang yang tidak diketahui
dengan jelas dan barang yang tidak spesifik. Misalnya salah satu dari dua
piutang, maka hukumnya tidak sah.*

Apabila jaminan telah sah dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka
orang yang mempunyai hak dapat menuntut orang yang berhutang (ahil), sebab

hutang itu tetap menjadi tanggungannya.

d. Contoh pertanggungan

Para ulama berselisin pendapat tentang keharusan seorang tukang
menanggung barang yang telah diserahkan, yang kemudian didakwa rusak.
Menurut Imam Malik, Ibn Abi Layla, dan Abu Yusuf, ia harus menanggung
barang yang rusak ditangannya itu. Menurut Imam Abt Hanifah, orang yang

bekerja tanpa dibayar dan orang yang bekerja secara khusus tidak diharuskan

*®Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, him. 159-162



menanggung kerusakan. Tetapi orang yang bekerja sebagai sukarelawan dan
orang yang bekerja dengan memperoleh upah, mereka harus menanggung
kerusakan. Imam al-Syafi'm memiliki dua versi pendapat dalam kasus orang yang
bekerja sebagai sukarelawan. Menurutnya, pekerja khusus ialah orang yang
bekerja di rumah orang yang mengupah. Ada yang berpendapat, pekerja khusus
ialah orang yang tidak bekerja untuk orang lain. Yang terakhir ini adalah
pendapat Imam Malik. Menurutnya, seorang pekerja khusus tidak menanggung
kerugian dan kerusakan. Kesimpulan pendapat dalam mazhab Maliki dalam
masalah ini ialah, tukang yang statusnya sebagai sukarelawan harus menanggung
kerusakan atau kerugian, baik ia menerima upah atau tidak.*’

Ali dan Umar ra. mengharuskan seorang tukang menanggung kerusakan,
meskipun pendapat Ali sendiri dalam masalah itu tidak jelas. Alasan ulama-
ulama yang menganggap seorang tukang tidak wajib menanggung, karena
statusnya sama seperti seseorang yang menerima titipan, seorang sekutu, seorang
wakil, dan seorang buruh penggembala kambing. Alasan ulama-ulama yang
mengharuskan tukang untuk menanggung adalah demi mashlahat atau kebaikan,
sekaligus sebagai upaya preventif atau yang lazim disebut dengan istilah sad al-
sarT'ah.”®

Contoh yang lainnya adalah silang pendapat ulama tentang tanggungan

orang yang mempunyai kapal. Menurut Imam Malik, si pemilik kapal tidak

“Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashid jilid I1, hlm. 401.
*Ibid, him.402.



menanggung (kerusakan barang). Sementara menurut Imam Abu Hanifah, ia
harus menanggung kerusakan, kecuali jika barang muatan perahu itu rusak
karena terpaan ombak atau dihantam badai. Prinsip yang berlaku dalam mazhab
Maliki ialah, bahwa si tukang harus menanggung semua kerusakan yang terjadi
di tangannya, sama seperti kalau kerusakan itu disebabkan oleh musibah
kebakaran, pecah atau putusnya barang yang dibuat, jika ia mengerjakan barang
itu dibengkelnya, meskipun pemilik barang ikut duduk bersama di depannya.
Kecuali dengan pekerjaan yang memang mudah menimbulkan kerusakan.
Contohnya seperti melubangi batu permata, atau mengukir kayu, atau
memanggang roti diatas tungku, atau kematian pasien di tangan seorang dokter
yang sedang mengobatinya. Kecuali ada bukti bahwa si tukang telah melampaui
batas-batas pekerjaan yang telah ditentukan, maka ia harus menanggung

kerugian.™*

e. Berakhirnya Akad Tanggungan

Penanggung utang akan berakhir jika ditandai dengan mulai tercapainya
sasaran penanggungan itu sendiri, yaitu salah satu dari dua perkara sebagai
berikut: Pertama, pembayaran hutang pemilik piutang telah nyata-nyata dilunasi,
atau paling tidak dengan tindakan yang mengarah kepembayaran hutang, yaitu
tindakan pemberi jaminan yang menghibahkan hartanya kepada peminjam

sehingga tidak ada satu hal pun yang membiarkan tanggungan tetap ada.

1bid, him.403.



Kedua, pembebasan hutang yang keluar dari pemberi pinjaman terhadap
peminjam, atau dengan satu hal yang memiliki pemahaman yang sama dengan
hal tersebut, sehingga hutang menjadi gugur. Akan tetapi pembebasan penjamin
dari tanggungan tidak berakibat hutang menjadi otomatis bebas, karena
pembebasan itu hanya bertujuan untuk menghindarkan penagihan, dan hutang

tetap menjadi tanggungan peminjam. 2

2.2.  Dalil-dalil Hukum
2.2.1. Hukum Wadi‘ah

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (ja'iz). Disunnahkan untuk
orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan
untuk menjaga barang titipan tersebut. la wajib memelihara barang titipan di tempat
yang pantas untuk barang seperti itu. Wadi‘ah adalah sebagai amanat yang ada pada
orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya

meminta.>® Firman Allah Swt.:
. Ao
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Artinya:“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi

>2\Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, him.171
53Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, him. 74



jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia

bertagwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian,. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-
Bagarah: 283)

Firman Allah Swt.:

)
/415\ g/l 415\ \}_a_:\) Q).Lx.]‘),uﬁ“ le.c \).:)Lau Y) LS}.’LJ‘)j\.” LSLG \).:)La.:)
Artinya: ““.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah

amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Firman Allah Swit.:

Artinya:““Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa’:

58)



Hadis Rasulullah saw.:
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Artinya:“Dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw.
bersabda, “Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada
tanggungan atasnya.” (HR. Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat

perawi yang lemah)

Sabda Rasulullah Saw.:
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Artinya:’Muhammad bin Al Ala’ mengabarkan kepada kami, Thalg bin Ghannam
menceritakan kepada kepada kami dari Syarik dan Qais, dari Abu
Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw, beliau
bersabda, “Tunaikanlah amanah orang yang memberikan amanah
(kepercayaan) kepadamu, dan janganlah mengkhianati orang yang
mengkhianatimu.

2.2.2. Hukum Daman

Daman itu hukumnya dibolehkan. Berdasarkan firman Allah Swt.:

(T A S ea Bl pal U ey T 5 ATTR 150 Jai 1,06

*Ibnu Hajar Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum (Jakarta: Gema Insani, 2013),
him. 420.
Imam Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), him. 599.



Artinya: “Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan
seberat) beban unta, dan aku jamin itu. ** (QS. Yusuf (12): 72).

Ada ulama yang berpendapat bahwa ayat ini dapat digunakan sebagai
argumen dalam menetapkan hukum syariat. Mereka adalah jumhur ulama selain
ulama pengikut mazhab al-Syafil. Seluruh ulama sepakat bahwa dasar hukum
tanggungan ditetapkan dengan beberapa hadis: *°

Firman Allah Swit,

Artinya:“Tanyakanlah kepada mereka, ‘Siapakah di antara mereka yang
bertanggungjawab terhadap (keputusan yang diambil itu)?’” (QS. al-
Qalam: 40). Maksud dari ayat tersebut adalah siapa yang memberikan

jaminan.

Sabda Rasulullah Saw:
(el ghasal o) 5 ) 28 Ae 538354 45, W%
Artinya: “Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan orang yang menanggung

hendaklah membayar.”” (HR. Abu Daud dan Tirmizi).

**\Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, hlm. 158.
ImamTagqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar, him. 617.



Sabda Rasulullah saw.:
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Artinya:““Sesungguhnya telah dibawa kehadapan Nabi Saw. jenazah seseorang.
Mereka berkata kepada beliau, “Ya Rasulullah, shalatkanlah mayat
ini,” tanya beliau, “adakah ia meninggalkan harta?”” jawab mereka
“tidak!”” beliau bertanya lagi, “adakah ia meninggalkan hutang?”” jawab
mereka ‘‘ada, hutangnya tiga dinar.” ujar beliau, “salatkanlah teman
kamu itu” Abu Qatadah berkata, “salatkanlah dia, ya Rasulullah, dan
hutangnya itu saya jamin!”’kemudian beliau menyalatkan mayat itu.”(HR.

Ahmad, Bukhari, dan Nasa’i).

Jika penjamin merasa rugi, maka dia bisa meminta ganti rugi kepada orang
yang dia jamin jika pembayaran dan penjaminan itu dengan persetujuannya. Tidak
sah menjamin hutang yang tidak jelas jumlahnya. Misalnya penjamin berkata:
“Juallah benda anu itu kepada si Anu. Aku yang menjamin harganya.*®

Rasulullah saw. bersabda:

doe el

Artinya: “Seorang yang menanggung itu menjamin kerugian.”®

*Ibid, him. 618.
> Mustofa Dieb Al Bigha, Figh Islam, him. 250.
|mamTagiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar, him. 620.



Para ulama telah berijmak atas pembolehannya, karena hajat menuntutnya,
dan ia termasuk bab “menunaikan hajat dan tolong-menolong” yang diperintahkan
syarak.®

Hadis Rasulullah saw. selanjutnya:
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Artinya:“Dari Abu Hurairah radhiallahu *‘anhu bahwa Rasulullah saw. bila

didatangkan kepada beliau orang meninggal yang menanggung hutang,
beliau bertanya, ‘“apakah ia meninggalkan sesuatu untuk melunasi

hutangnya?” jika dikatakan bahwa ia meninggalkan sesuatu untuk
melunasi hutangnya, beliau menshalatkannya. Jika tidak, beliau bersabda,

“Shalatlah atas temanmu ini.”” Tatkala Allah telah memberikan beberapa
kemenangan kepadanya, beliau bersabda, ““Aku lebih  berhak pada kaum
Mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka barangsiapa meninggal dan ia

memilikihutang, akulah yang melunasinya” (muttafaq ‘alaih). Menurut suatu
riwayat Bukhari, “Maka barangsiapa mati tidak meninggalkan  harta
pelunasan.”

Kemudian sabda Rasulullah saw.:

~o-%
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®15yaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, Fikih Muyassar (Jakarta: Darul Haqg, 2016),
him. 378.
%2|bnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, him. 374,



s G ARRay ANy il dadlsly) adle b 3008 felual

- ASIAlg

Artinya: “Jabir radhiyallahu’anhu berkata, ““ada seorang laki-laki diantara kami
meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas,
dan mengafaninya. Kemudian kami tanyakan, apakah baginda akan
menshalatkannya? beliau melangkah beberapa langkah kemudian
bertanya, “apakah ia mempunyai hutang?”” kami menjawab, ““dua
dinar”. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah berkata, ““dua dinar itu
menjadi tanggunganku.” Lalu Rasulullah Saw. bersabda, *“betul-betul
engkau tanggung dan mayat itu terbebas darinya?”” ia menjawab, *““ya”.
Maka beliau menshalatkannya. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasa’i,
hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan al-Hakim).

Hadis tersebut terkait tentang seorang yang telah meninggal dunia dan masih
mempunyai hutang yang belum dilunasi, karena itu Nabi saw. menolak untuk
menshalatinya.®® Selain itu, para ulama sudah menyepakati diperbolehkannya

mengadakan penjaminan secara global.

2.3.  Hukum Perjanjian Dalam Islam

Kontrak atau perjanjian adalah al-*aqd yang secara harfiah berarti ikatan atau
kewajiban.®® Dalam Islam ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu
al-‘aqd (akad) dan al-‘ahd (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan,

mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabf) maksudnya adalah menghimpun atau

%3Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram (Bekasi Timur: Pustaka Imam
Adz-Dzahabi, 2009), him. 426.

® Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim (Solo: Insan Kamil, 2008), him. 660.

% A. Rahman 1. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah), hal. 452.



mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya
hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.®

Menghormati perjanjian dalam Islam hukumnya wajib. Hal ini karena ia
memiliki pengaruh yang besar dalam memelihara perdamaian disamping dapat
menyelesaikan persengketaan. Allah Swt. memerintahkan agar memenuhi janji, baik
itu terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Allah Swt. berfirman dalam
surah al-Maidah ayat 1.

/}5

S G N NTa g STELT 5,800 15T e ol Gl

}}}

‘,ujj/(ii.zja Q/l(ﬁ}.«.:\) ‘LSL;J"C

Artinya:*““Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya.”

Dan juga firman Allah dalam surah Ali ‘Imran ayat 76:
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Artinya: “(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya

dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

% Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), him. 45.



Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang
telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi apa
yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi. Sedangkan apabila
salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut dengan
wanprestasi. Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain
yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi dapat
melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran

ganti rugi.®’ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra’ ayat 34:
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{ W,

E,/a;,ﬂ,iz g2 E -2 _ g _ - £ o & ce o s o
O U 158305 sodal Al 5> Lisl G (JU Y]l JG 15 N3
zZ s AP >
2 Vseal T8 dgal]
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara

yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya

janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

Dan juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw yang bahwasanya ganti rugi
yang diberikan itu harus sesuai sebagaimana barang yang telah rusak (barang yang
bernilai sama):
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®Ibid, him.46.
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Artinya: “Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Humaid menceritakan
kepada kami dari Anas, dia berkata, ““Saat Nabi saw. berada disalah
satu seorang istri beliau, salah seorang istri Dbeliau lainnya
menghadiahkan sebuah mangkuk besar berisi makanan. Maka istri
beliau itu memukul mangkuk tersebut hingga pecah. Maka Nabi
saw.segera mengambil makanan dan meletakkannya di piring. Lalu
beliau bersabda, ‘Makanlah ibu kalian sedang cemburu.” Kemudian
beliau menunggu sampai istri beliau tersebut membawa mangkuk yang
baru. Lalu beliau mengambil mangkuk baru itu dan memberikannya
kepada istri pemilik mangkuk yang pecah. Abdullah berkata, “Kami
berpendapat seperti ini.”

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:
Galalll dmle Eohiad dalad b aade Al o a Gl 21500 (it sl 6 Ll (e
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Artinya: “Dari Anas, ia berkata : Salah seorang istri Nabi Muhammad saw.
memberi hadiah makanan kepada Nabi dalam satu piring besar, lalu
‘Aisyah memukul piring itu dengan tangannya sehingga menumpahkan
isinya. Kemudian Nabi saw. bersabda: ‘“Makanan harus diganti dengan

makanan, dan tempayan harus diganti dengan tempayan”.” (H.R.
Tirmidzi dan ia yang mensahkannya)

Dan hadis Rasulullah saw yang berbunyi:

®®|mam Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), him. 599.
®A. Qadir Hassan, Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, Nailul Authar jilid 4
(Surabaya: PT. Bina Iimu), 1934.
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Artinya: “Dan dari ’Aisyah r.a. sesungguhnya ia berkata : Aku belum pernah
melihat tukang masak yang seperti Shafiyah, ia menghadiahkan
setempayan makanan kepada Nabi saw., tetapi hatiku tidak tahan hingga
kupecahkan setempayan itu. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah: Ya
Rasulullah! Apa gantinya? Maka sabda Nabi saw., menjawab: “Gantinya

ialah tempayan seperti tempayan itu, dan makanan seperti makanan itu”. (HR.

Ahmad, Abu Daud dan Nasai)

Dari hadis tersebut dijelaskan perkataan “tempayan dengan tempayan” itu
menunjukkan, bahwa barang yang berharga harus diganti dengan yang seperti itu,
bukan mengganti dengan harganya, kecuali kalau barang seperti itu tidak ada.
Selanjutnya sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa barang yang berharga harus
diganti dengan yang sama. Kemudian Ibn Taymiyyah berkata dalam Al-ikhtiyarat:
barang yang di-ghasab harus diganti dengan yang sama, baik yang berbentuk barang
takaran, barang timbangan ataupun lainnya, kalau mungkin. Kalau tidak mungkin
maka berdasarkan harganya. Inilah pendapat Abu Musa dan segolongan ulama. Jika
harga itu berubah sedangkan barang yang seperti itu tidak ada, maka harganya
ditentukan sesuai harga waktu itu di-ghasab, dan inilah pendapat yang lebih kuat.™

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja

maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena

tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak

Ibid, him. 1935
bid, him. 1935



melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa: sama sekali tidak memenuhi
prestasi-prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi,
melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. "

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang
wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa
kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat
wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari
tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan: pembatalan kontrak (disertai atau
tidak dengan ganti kerugian) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti
kerugian). Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh
pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. "

Lalu tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut
tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan
apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan pengadilan, maka pihak yang

wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara. ™

2.3.1. Tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi
Dalam hukum privat, ganti rugi terbagi dua vyaitu, ganti rugi karena
wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan

ganti rugi didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan

2Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 93.
ETT

Ibid, him. 94
“Ibid, him. 95.



penggugat (produsen dan konsumen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian,
pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat
menuntut ganti rugi dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena
adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau
kewajiban sampingan (kewajiban atas prestasi atau kewajiban jaminan/garansi) dalam
perjanjian.”

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada
dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat
mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya
tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain, ganti kerugian menempatkan sejauh
mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andaikata
perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.
Dengan demikian, ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang
sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak terkait langsung dengan

kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.

2.3.2. Sanksi bagi orang yang melanggar perjanjian pada masa rasulullah
Tuntutan Rasulullah saw. berkenaan dengan suatu kaum, jika ada sebagian
kaum yang telah terikat perjanjian melanggarnya dan yang lainnya membiarkannya

atau rela dengannya, maka beliau memerangi seluruhnya seperti terhadap Bani

*Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, him. 102.
®Ipid, him. 103.



Quraizhah, Bani Qainuga’ dan Bani An-Nadhir. Begitu juga terhadap penduduk
Mekah. Inilah yang beliau contohkan.”’

Dengan demikian, ketentuan seperti ini selayaknya berlaku terhadap ahli
zimmah (musuh yang mendapat perlindungan lalu melanggar). Para sahabat Ahmad
bin Hambal dan lainnya menyatakan hal ini seara tegas. Sedangkan pengikut Al-
SyafiT punya pandangan berbeda. Mereka mengkhususkan ketentuan ini kepada
mereka yang melanggar saja. Menurutnya, kesepakatan zimmah begitu kuat dan

untuk selamanya, berbeda dengan kesepakatan untuk damai atau genatan senjata.’®

"lbnu Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma’ad jilid 11l (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), HIm.
108.
®1bid, him.109.
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PERTANGGUNGAN BARANG OLEH PENYEDIA JASA
PENGIRIMAN

3.1.  Gambaran Umum Profil PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
3.1.1. Sejarah singkat perusahaan

PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) adalah perusahaan jasa pengiriman
barang dan dokumen yang telah berdiri pada tahun 1990 oleh H. Soeprapto Suparno,
dan mengawali kehadirannya dengan melayani masyarakat dalam hal kepabeanan,
terutama impor atas kiriman melalui gudang ‘rush handling’. Awal mula berdirinya
PT. JNE hanya memiliki delapan orang dengan omset 100 juta rupiah, PT. JNE
memulai kegiatan usahanya yang berpusat pada penanganan kegiatan pengawasan
dan pemungutan, impor kiriman barang, dan pengantaran dokumen dari luar negeri ke
Indonesia. Pada tahun 1991, PT. JNE memperluas jaringan Internasional dengan
bergabung sebagai anggota asosiasi perusahaan-perusahaan kurir beberapa negara
Asia (ACCA) yang bermarkas di Hongkong yang kemudian memberi kesempatan
kepada PT. JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai keseluruh dunia.”

Kehandalan layanan JNE yang konsisten dan bertanggungjawab selama lebih
dari dua dekade telah menciptakan kredibilitas tinggi dan kepercayaan mitra kerja

yang terus meningkat. Peningkatan investasi asing pada tahun 90-an, pertumbuhan

"www.jne.co.id/id/perusahaan/profil-perusahaan/sejarah-milestone, pada tanggal 11 juli
2017.
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ekonomi domestik, perkembangan teknologi informasi serta diversifikasi produk
yang inovatif, mendorong JNE terus tumbuh dan membuktikan kinerjanya dikalangan
dunia usaha dan masyarakat Indonesia.®

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha dan perubahan gaya hidup
masyarakat modern, permintaan penanganan kirimantidak terbatas pada paket kecil
dan dokumen, namun juga mencakup penanganan cargo, transportasi, logistik dan
distribusi. Menyadari tantangan dan peluang tersebut, JNE terus mengembangkan
jaringan dari kota besar hingga ke pelosok Indonesia. Saat ini, dengan didukung
ribuan SDM terlatih, JNE telah berhasil membangun lebih dari 1.500 titik layanan
yang tersebar diseluruh Nusantara. Pemberdayaan SDM serta pemanfaatan teknologi,
informasi dan komunikasi menjadi faktor utama dalam pengembangan JNE. Mesin
X-Ray, GPS, TV, On-line system hingga alat komunikasi satelit menjadi alat
pendukung penting dalam menciptakan kepastian kecepatan dalam keamanan
kiriman. Prestasi dan komitmen JNE dibuktikan dengan diraihnya berbagai bentuk

penghargaan serta sertifikasi 1ISO 9001:2008 atas sistem manajemen mutu.®*

3.1.2. Visi dan misi perusahaan
Visinya yaitu perusahaan rantai pasok global terdepan di dunia. Dan misinya

yaitu memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten.?

®bid
®1bid
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Berdasarkan visi dan misi perusahaan JNE tersebut, semua itu dilakukan
demi kepuasan konsumen, dan dengan tujuan menjadi perusahaan pengiriman
terdepan di dunia. Oleh sebab itu, cara yang ditempuh vyaitu salah satunya
memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Dalam memberikan
pelayanan, PT. JNE sudah memberikan pelayanan yang baik, tetapi masih terdapat
barang yang hilang/rusak sewaktu dalam pengiriman. Ada baiknya untuk menjadikan
PT. JNE perusahaan pengiriman barang terdepan sedunia, PT. JNE harus lebih
memperhatikan dan mengecek kembali barang yang akan dikirim, agar hal yang tidak

diinginkan tidak terjadi.

3.1.3. Merek dagang

Logo JNE divisi express terdiri dari tiga huruf JNE warna biru mencerminkan
ketenangan, namun cerdas dengan sebuah garis merah yang mencerminkan
kecepatan. Melengkung melintas dari kiri kekanan, dari garis kecil menjadi besar
mencerminkan proses pengiriman yang terus berkembang. Logo JNE divisi logistis
dan distrubution menggunakan model tulisan yang sama, namun dengan garis warna
oranye yang mencerminkan semangat. Serta logo JNE divisi intra city dengan garis
warna kuning yang mencerminkan kelincahan.®®

Merek dagang yang diberikan oleh PT. JNE ini, mempunyai maksud dan
tujuan yang melambangkan bagaimana perusahaan JNE dalam memberikan

pelayanan kepada konsumen. Sehingga dengan adanya logo tersebut, dapat

8 Wawancara dengan Riyan Firmana, HRD PT JNE Banda Aceh pada tanggal 1 April 2017
jam 14:10



mengartikan kinerja JNE dalam hal pelayanan, sehingga konsumen tertarik untuk

mengirimkan barangnya melalui jasa PT. JNE.

3.2. Mekanisme Pengiriman Barang
Mekanisme pengiriman barang pada perusahaan JNE adalah dengan cara
mengisi AWB (AirWaybill)/Connot, yaitu form pengisian pengiriman barang atau
tanda bukti bahwa barang telah diangkut atau dikirim dan bisa digunakan sebagai
tanda bukti dalam mengambil paket atau barang kiriman. Air Waybill yang
selanjutnya akan disebut AWB merupakan dokumen penting yang nantinya akan
menjadi bukti pengiriman apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak. Air
Waybill harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca,
agar barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. Air
Waybill sendiri memiliki beberapa fungsi yang cukup penting, yaitu:
a  Berfungsi sebagai bukti pengiriman (untuk pengirim),
b  Berfungsi sebagai bukti pembayaran/ kwitansi,
¢ Berfungsi sebagai arsip/file,
d Berfungsi sebagai bukti serah terima (untuk penerima).*
Saat konsumen menyerahkan barang/dokumen untuk dikirim atau di
transportasikan melalui JNE, para pelanggan dianggap telah menerima dan

menyetujui persyaratan dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh JNE, mengenai
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persyaratan pengangkutan atau pengiriman yang selanjutnya disebut SSP (syarat-
syarat standar pengiriman).®®

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya dalam melakukan
pengiriman, haruslah mempunyai tanda bukti pengiriman agar pihak pengirim
terjamin barangnya, apalagi jika barang tersebut dalam jumlah besar, maka akan
mengurangi kegelisahan pihak penitip barang tersebut. Tanda bukti yang dimaksud
yaitu AWB atau Air Waybill. AWB bukan hanya digunakan sebagai tanda bukti saja,
tetapi juga merupakan kontrak (perjanjian) diantara kedua belah pihak yaitu pemberi
titipan dan penerima titipan barang yang akan dikirim, dimana penyedia jasa yaitu
PT. JNE bertanggungjawab atas keselamatan dan keutuhan barang tersebut sampai ke
tujuan. Dengan adanya AWB, konsumen dapat melacak posisi barang melalui mana
saja sampai akhirnya berada di tangan si pengirim pada bagian Shipment status, agar
lebih menyakinkan barang tersebut tidak hilang/dalam perjalanan dan memberikan
ketenangan pada diri pengirim. Jadi, dengan adanya AWB ini, maka pihak konsumen

apabila adanya barang hilang/rusak dapat menuntut kerugian kepada pihak JNE.

3.3.  Pelaksanaan Tanggung Jawab
3.3.1 Jenis dan bentuk pelayanan

Dalam melayani kebutuhan pelanggan, PT. JNE memberikan beberapa
layanan dengan jasa pengiriman barang (perusahaan) dalam dan luar negeri yaitu,

JNE Express, JNE Logistik, dan JNE Freigh. Pertama, Divisi Ekspres JNE melayani
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kiriman paket dan dokumen tujuan dalam negeri melalui lebih dari 1.500 titik layanan
ekslusif dari penjemputan hingga pengantaran yang tersebar di seluruh Indonesia.
Layanan ini memanfaatkan modal trasportasi tercepatyang tersedia dan melayani
beragam jenis layanan sesuai kebutuhan pelanggan. JNE ekspres dalam negeri terbagi
lagi beberapa yaitu, Super Speed (SS), Diplomat, YES (Yakin Esok Sampai), REG
(Regular), OKE (Ongkos Kirim Ekonomis). Sedangkan jasa kurir luar negeri yang
diberikan yaitu, jasa penjemputan bandara (airport greeting servie), jasa pengiriman
uang (money remittance), dan pesona (pesanan oleh-oleh nusantara). Kemudian jasa
kurir dalam kota dengan kualitas layanan yakni pengantaran pada hari yang sama di
kota besar seluruh Indonesia. Pelayanan ini terbagi menjadi dua yaitu, Badak
(Berangkat Dalam Kiloan) dan Pelikan (Pengiriman Lintas Kawasan).®

Kedua, JNE logistis memberikan beberapa layanan yang didukung Sumber
Daya Manusia (SDM) yang terlatih dan berpengalaman diantaranya yaitu, angkutan
darat adalah jasa angkutan darat yang telah dilengkapi dengan GPS, sistem
Manajemen Armada, HSE Sign, Less Truk Load (LTL) dan Full Truk Load (FTL).
Kemudian angkutan laut adalah layanan jasa angkutan laut yang menggunakan
fasilitas Less Truk Load (LTL) dan Full Truk Load (FTL) yang melayani pengaturan
pengiriman atau transportasi Door To Door (DTD), Door To Port (DTP), Port To
Door (PTD) dan Port To Port (PTP). Lalu pergudangan. Ketiga, JNE Freigh yaitu

perusahaan yang bergerak di usaha jasa pengurus transportasi yang meliputi
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pengangkutan/pengiriman barang melalui darat, laut udara, penyimpanan, dan lain-
lain.®’

Dari beberapa pelayanan yang diberikan oleh PT. JNE pusat tersebut, ada
beberapa pelayanan yang baru diberikan atau ditetapkan pada PT. JNE Banda Aceh
yaitu, Super Speed (SS) merupakan pengiriman paket atau dokumen yang harus
diberangkatkan sesegera mungkin diluar jadwal rutin dan rute tetap JNE. Layanan SS
menggunakan transportasi udara (direct flight) langsung ketujuan, sepanjang jadwal
penerbangan tersedia. Target waktu pengiriman adalah dalam kurun waktu 24 jam
sejak dari penjemputan di tempat pengirim. Pengirim akan menerima SMS berita
keberhasilan pengiriman paket. Layanan ini berlaku untuk kota tujuan yang
mempunyai penerbangan langsung. Berlaku tarif premium dengan jaminan
pengembalian biaya jika waktu pengiriman melebihi yang sudah dijanjikan.
Kemudaian yang kedua yaitu YES adalah layanan pengiriman dengan target kiriman
sampai ditujuan pada keesokan harinya termasuk pada hari minggu dan libur
nasional. Layanan ini memberikan jaminan biaya kirim kembali apabila Kiriman
diterima pada keesokan harinya melewati pukul 23:59, transportasi yang digunakan
yaitu transportasi udara, dan waktu pengantaran adalah 1 hari (apabila kiriman tidak
diantarkan dalam waktu 1 hari, maka ongkos kirim akan seara otomatis akan
dikirimkan kepada pihak pengirim). Yang ketiga yaitu REG adalah layanan

pengiriman cepat, aman dan handal sampai kepelosok Indonesia, transportasi yang
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digunakan adalah pesawat/kereta api, waktu pengantaran adalah 1 hari sampai 3 hari,
tidak memberikan uang jaminan kembali dan tidak memberikan pelayanan pada hari
minggu dan libur nasional. Kemudian yang keempat yaitu OKE adalah layanan
pengiriman untuk barang berukuran besar atau berat dengan harga ekonomis yang
memanfaatkan transportasi udara dan angkutan darat yang menghubungkan kota-kota
besar, ibu kota provinsi, sampai ke kabupaten; layanan ini tidak melayani
pengantaran pada hari Sabtu, minggudan hari libur nasional; waktu pengirimannya
paling cepat 3 hari kerja tergantung tujuan pengirimannya; tidak memberikan jaminan
uang kembali. Dan yang kelima trucking adalah pengantaran lewat darat dengan
muatan lebih dari 10 kg.®

Contoh pelayanan yang diberikan JNE dari Banda Aceh dan ongkos kirim
yang dikeluarkan:

Table 3.1 perbedaan ongkos kirim berdasarkan perbedaan tujuan

Dari Tujuan Pelayanan | Berat (Kg) | Ongkos Kirim
Banda Aceh Jakarta YES 1 Rp.39.000,-
Banda Aceh Bandung YES 1 Rp. 41.000,-
Banda Aceh Solo YES 1 Rp. 47.000,-
Banda Aceh Surabaya YES 1 Rp. 47.000,-
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Sumber: www.jne.co.id/id/beranda

Table 3.2 perbedaan ongkos kirim berdasarkan perbedaan pelayanan

Dari Tujuan Pelayanan | Berat (Kg) Ongkos Kirim
Banda Aceh Jakarta YES 1 Rp. 39.000,-
Banda Aceh Jakarta REG 1 Rp. 27.000,-
Banda Aceh Jakarta OKE 1 Rp. 23.000,-

Sumber: www.jne.co.id/id/beranda

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya tiap pelayanan
pengiriman yang diberikan JNE, tiap daerah yang akan dituju maka akan berbeda
ongkos yang akan dikeluarkan oleh pihak konsumen. Begitu juga dengan berat
barang yang akan dikirim, juga mempengaruhi ongkos yang akan dikeluarkan.
Apabila menggunakan pelayanan yang lebih cepat, maka juga akan mempengaruhi
ongkos kirim. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan, YES memberikan
jaminan uang kembali jika barang tidak sampai tepat waktu, sedangkan REG dan OK
tidak.

Lihat table 3.1, dijelaskan bahwasanya adanya perbedaan tujuan pengiriman
dan pelayanan yang digunakan maka akan berbeda pula ongkos kirim yang akan
diberikan oleh konsumen. Lihat table 3.2, dijelaskan bahwasanya walaupun tujuannya
sama, tetapi pelayanan yang digunakan berbeda, maka ongkos kirim yang diberikan
juga berbeda, karena pelayanan YES lebih cepat yaitu dengan waktu pengantaran 1

hari, Reg 1-3 hari dan OKE paling cepat 3 hari paling lambat 5 hari.



3.3.2. Syarat dan ketentuan
Adapun syarat standar pengiriman (SSP) pada PT.JNE Banda Aceh yaitu:
a. PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)
JNE vyaitutermasuk seluruh agen JNE yang telah diangkat dan ditempatkan di
lokasi-lokasi yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian keagenan JNE.
b. Ketentuan tentang SSP

1) Seluruh transaksi yang dilakukan JNE dilaksanakan berdasarkan syarat dan
kondisi yang telah diatur dalam SSP.

2) SSP adalah syarat dasar yang mengikat dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian/ketentuan tertulis lainnya.

3) JNE tidak dapat dibebani perjanjian lain selain yang ditulis dalam SSP ini
kecuali dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh pejabat JNE
yang berwenang yang bertindak untuk dan atas nama JNE.%

c. Tata cara pengangkutan

1) JNE bukan perusahaan angkutan umum dan hanya akan mengangkut
dokumen atau barang sesuai syarat dan kondisi SSP. JNE berhak menolak
untuk menerima atau mengangkut dokumen atau barang tertentu dari

perorangan, ataupun perusahaan berdasarkan kebijaksanaan JNE sendiri.
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2) JNE berhak mengangkut dokumen atau barang milik pengirim melalui jalur
dan prosedur dengan menggunakan perusahaan angkutan dan dengan cara
penanganan, pergudangan serta transportasi yang cocok dan baik menurut
kebijakan JNE.

3) Pembungkusan dokumen atau barang pengirim untuk pengangkutan
merupakan tanggung jawab pengirim termasuk penempatan dokumen atau
barang kedalam suatu wadah yang mungkin disediakan JNE.

4) JNE tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan dokumen atau
barang yang diakibatkan ketidaksempurnaan pembungkusan oleh pengirim.

5) Pengirim bertanggungjawab untuk mencantumkan alamat lengkap tujuan
Kiriman, jenis atau daftar isi kiriman dokumen atau atau barang agar
pengantaran dapat dilakukan dengan tepat.

6) JNE tidak bertanggungjawab atas keterlambatan, kehilangan, kerusakan,
dan biaya-biaya yang timbul akibat kelalalian dan kesalahan pengirim
dalam memenuhi kewajiban-kewajiban terserbut di atas.™*

Pemeriksaan kiriman

1) JNE berhak tetapi tidak berkewajiban memeriksa barang atau dokumen
yang dikirim oleh pengirim untuk memastikan bahwa suatu kiriman
dokumen atau barang adalah layak untuk diangkut ke kota tujuan sesuai
syarat prosedur operasional yang baku, proses Bea dan Cukai serta metode

penanganan pengiriman JNE.
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2) JNE dalam melaksanakan haknya tidak menjamin atau menyatakan bahwa
seluruh kiriman adalah layak untuk pengangkutan dan pengantaran tanpa
melanggar hukum disemua kota asal, tujuan atau yang dilalui Kiriman
tersebut.

3) JNE tidak bertanggungjawab terhadap kiriman yang isinya tidak sesuai
dengan keterangan yang diberikan pengirim kepada JNE.

4) JNE tidak bertanggungjawab atas denda, kehilangan atau kerusakan
selama dokumen atau barang pengirim berada dalam penahanan Bea dan
Cukai atau pejabat berwenang lainnya. Pengirim dengan ini membebaskan
JNE dari keharusan bertanggungjawab atas denda atau kerugian tersebut.

Larangan kiriman

1) JNE tidak menerima barang bahaya yang mudah meledak atau terbakar,
obat-obat terlarang, emas dan perak, uang logam, abu, cyanide, platinum,
dan batu atau metal berharga dan barang curian, cek tunai, money order,
atau traveller’s cek, surat, barang antik, binatang atau tanaman hidup.

2) Apabila pengirim mengirimkan barang tersebut tampa sepengetahuan JNE,
maka pengirim membebaskan JNE dari seluruh klaim atas kerusakan, biaya
yang mungkin timbul serta tuntutan dari pihak manapun.

3) JNE berhak untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu segera

setelah JNE mengetahui adanya pelanggaran.®
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f.

Jaminan kepemilikan kiriman

1) Pengirim dengan ini menjamin bahwa yang bersangkutan adalah pemilik
yang sah dan berhak atas dokumen atau barang yang diserahkannya untuk
dikirim oleh JNE dan telah sepakat untuk mengikat diri dengan SSP ini,
tidak hanya atas nama diri sendiri melainkan juga selaku agen serta untuk
dan atas nama semua pihak yang berkepentingan atas dokumen atau barang
tersebut.

2) Pengirim dengan ini menyatakan membebaskan JNE dari tuntutan pihak
manapun dan dari seluruh biaya kerusakan dan atau biaya lainnya apabila
terjadi pelanggaran.®

Tarif

1) JNE melakukan penagihan berdasarkan tarif yang telah diberitahukan
kepada para pengirim dari waktu kewaktu untuk menyampaikan Kiriman
dokumen atau barang milik pengirim, yang telah disetujui antara JNE
dengan masing-masing pengirim.

2) Tarif yang ditentukan JNE termasuk biaya airport tax (pajak airport)
setempat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi tidak termasuk bea
masuk, restribusi import atau deposit sehubungan dengan pengangkutan
dokumen atau barang milik pengirim.®

Ganti rugi

*Ibid
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1) JNE hanya bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang dialami
pengirim akibat kerusakan atau kehilangan dari pengiriman dokumen atau
barang oleh JNE sepanjang kerugian tersebut terjadi ketika barang atau
dokumen masih berada dalam pengawasan JNE, dengan catatan bahwa
kerusakan tersebut semata-mata disebabkan karena kelalaian karyawan
atau agen JNE.

2) JNE tidak bertanggungjawab atas kerugian konsekuensi yang timbul akibat
dari kejadian tersebutdi atas, yaitu kerugian yang termasuk dan tanpa
dibatasi atas kerugian komersial, keuangan atau kerugian tidak langsung
lainnya termasuk kerugian yang terjadi dalam pengakuan atau pengantaran
yang disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan kontrol JNE atau
kerugian atas kerusakan akibat bencana alam atau force majeure.

3) Nilai pertanggunganjawaban JNE sesuai syarat dan kondisi pada klausa 8
ayat (1) di atas adalah dalam bentuk ganti rugi atas kerusakan atau
kehilangan dokumen atau barang yang nilainya tidak melebihi 10 kali biaya
Kirim atau kesamaannya untuk kiriman tujuan dalam negeri Indonesia dan
US$100.00 untuk kiriman tujuan diluar Indonesia, perkiriman. Penentuan
nilai pertanggungjawaban JNE ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai

dokumen atau barang penggantinya pada waktu dan tempat pengiriman,



tampa menghubungkan nya dengan nilai komersial dan kerugian
konsekuensi seperti yang diatur dalam klausa 8 ayat (2) di atas.®
I. Tata cara klaim

1) Setiap klaim dari pengirim sehubungan dengan kewajiban dan tanggung
jawab JNE harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh kantor
JNE paling lambat 14 hari setelah tanggal dokumen atau barang tersebut
seharusnya telah diterima di tujuan.

2) Jumlah klaim tidak dapat diperhitungkan dengan jumlah tagihan dari JNE.

3) JNE bukan perusahaan angkutan udara yang tunduk kepada ketentuan
warsawa 1929. JNE bertindak selaku agen dari pengirim pada saat
mengirimkan dokumen atau barang melalui perusahaan angkutan udara
tertentu. Tanpa mengurangi hak-hak umum pengirim, JNE memiliki hak
untuk menuntut konpensasi dari perusahaan penerbangan atas kehilangan

atau biaya yang timbul pada pengiriman tersebut.®’

Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT. JNE, terdapat barang
atau dokumen yang dilarang dikirimkan, sehingga pihak JNE berhak menolak untuk
tidak mengirimkan barang/dokumen tersebut. Adapun barang yang dilarang untuk
dikirim melalui JNE adalah:

a. Surat, warkat pos, atau kartu pos.
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b. Barang berbahaya yang dapat atau mudah meledak, menyala atau terbakar
sendiri (dapat dikirim dengan handling khusus via kargo).
c. Narkotika atau obat terlarang.
d. Barang cetakan atau benda lainnya yang mengandung pornografi dan
menyinggung kesusilaan.
e. Barang cetakan atau rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan
ketertiban secara stabilitas nasional.
f.  Alkohol, minuman keras, dan makanan basah.
g. Tanaman dan hewan ( dapat dikirim dengan handling khusus via kargo).
h. Senjata api, pisau dan petasan.
i.  Perhiasan batu akik/batu-batu berharga, prangko, money order atau traveller’s
cek dan uang tunai.
j.  Perlengkapan dan peralatan judi,®®
Apabila konsumen diketahui melanggar ketentuan syarat dan prosedur yang
telah ditetapkan oleh JNE, maka pihak JNE tidak akan memproses pengiriman barang
yang akan dikirim. JNE akan memproses pengiriman barang/dokumen tersebut
apabila konsumen telah sepakat terhadap SSP (syarat standar pengiriman) yang telah

diajukan oleh JNE. Sebagaimana yang tercantum dalam SSP merupakan ketentuan

% Wawancara dengan Riyan Firmana, HRD PT JNE Banda Aceh pada tanggal 3 April 2017
jam 10:15



pokok yang mengikat dan ketetapan yang tidak terpisahkan antara JNE dengan
konsumen, apakah tertulis atau bentuk agreement/perjanjian lainnya.*

Oleh sebab itu, agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan, pihak JNE
mempunyai prosedur dalam penerimaan barang kiriman yang akan dikirim, yaitu :

a. Memeriksa dan membuka barang kiriman sesuai ketentuan UU No. 9 pasal 29
ayat (2).

b. Meminta fotocopy dari identitas pengirim (KTP, SIM, dan identitas lain).

c. Dilarang memasukkan uang tunai, narkoba, material pornografi, bahan yang
mudah meledak, cairan kimia korosif, barang mudah terbakar, dan barang
berbahaya lainnya.'®
Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam suatu perusahaan

pengiriman barang harus mempunyai syarat-sayarat pengiriman barang, agar
perjanjian yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya dan setiap pelaku
perjanjian harus mematuhi setiap persyaratan yang telah dibuat. Misalnya dalam hal
ganti rugi, pihak JNE akan memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila pihak
JNE terbukti lalai. Tetapi apabila kehilangan/kerusakan barang terjadi karena
kesalahan pembungkusan dari pihak konsumen, maka JNE tidak bertanggungjawab.
Oleh sebab itu, agar perjanjian bisa berjalan semestinya, pihak konsumen harus

memeriksa kembali pembungkus barang tersebut. Begitu juga dengan barang

®Ibid
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hilang/rusak karena kelalaian karyawan, maka pihak JNE harus bertanggungjawab

untuk mengganti kerugian tersebut sebagaimana SSP yang telah dibuat.

3.4. Konsep Dan Praktek Pertanggungan Terhadap Barang Hilang/Rusak

Dalam proses pengiriman barang, pihak JNE sebagai perusahaan kurir juga
tidak luput dari adanya kesalahan dan risiko yang timbulkan, seperti barang yang
diangkut tersebut rusak maupun hilang. Faktor tersebut disebabkan salah satunya
yaitu karena banyaknya barang yang dikirim. Dalam hukum pengangkutan barang,
apabila pihak pengangkut tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, maka
pihak penerima/pengirim berhak menuntut penggantian kerugian yang diderita.
Misalnya barang-barang yang diangkut tersebut telah dijual oleh pengirim kepada
pihak di alamati dan harga telah pula dibayar, tetapi barang tidak sampai ke tujuan,
biaya pengiriman mungkin juga atas beban pembeli tersebut. Maka kerugian yang
harus diganti dalam hal ini ialah harga barang pembelian itu, biaya pengiriman plus
laba ketika pembeli menjualnya lagi jika pengiriman itu sempurna dan dapat diterima
barang tersebut sesuai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini PT JNE
harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi, dan pihak yang dirugikan berhak
untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat kedua belah
pihak. 10!

JNE sebagai ekspeditur mempunyai tugas dan tanggung jawab yang diatur

dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 KUHD Bab Il Title V Buku I, sebagaimana
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dirumuskan oleh pembentuk undang-undang ialah menyuruh mengangkut (doen
vervoeren), jadi berbeda dengan tugas seorang pengangkut. Tugas ekspeditur adalah
menarikan pelayanan angkutan, karena dilukiskan dalam Pasal 86 ayat (1) KUHD,
ialah pengusaha yang bersedia menarikan pengangkutan baik darat, laut dan udara
yang baik untuk pengiriman barang, dan bertindak atas namanya sendiri. Dalam
pelaksanaan tanggung jawab, ekspeditur dalam pelayanan pengiriman barang terjadi
setelah barang kiriman diserahkan kepada pengangkut (Pasal 86 KUHD). Apabila
ekspeditur lalai sehingga barang-barang yang sebelumnya diserahkan ke tangan
pengangkut menjadi rusak/hilang, maka ekspeditur dapat dituntut mengganti kerugian
akibat dari kelalaian dan tidak sempurnanya beban tanggungjawabnya (Pasal 88
KUHD).%

Kesalahan kelalaian pengirim biasanya terletak pada pembungkusan barang,
di samping yang tidak kalah pentingnya surat-surat yang sehubungan dengan barang.
Dalam hal pembungkus sering dilihat kurang sempurna, mudah dimasuki air dan
sebagainya, sehingga merusak barang maupun pembungkusnya sendiri. Dalam hal
pengangkutan mengetahui kelalaian ini harus memperingatkan ataupun menolak atau
mencatat dalam surat angkutan bahwa pembungkusnya kurang sempurna, sehingga
kelak kemudian hari bila terjadi klaim barang, sebagai bukti pengangkut untuk

menolak. %

102 5oegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang (Jakarta: PT
Rineka cipta, 1995), him. 72.
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Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam Pasal 1236 dan 1246 KUHD.
Pasal 1236, pengangkut wajib memberi ganti rugi atas biaya dan rugi bunga yang
layak harus diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepantasnya
untuk menyelamatkan barang-barang angkutan. Pasal 1246, biaya kerugian bunga itu
terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diperoleh.
Kerugian harus diganti ialah misalnya harga pembelian, biaya pengiriman dan laba
yang layak diharapkan. Batas tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan
Pasal 1247 dan 1248 KUHD, kerugian penerimaan dan pengiriman barang menjadi
beban pengangkut yang dibatasi dengan syarat sebagai berikut: Kerugian dapat
diperkirakan secara layak, pada saat timbulnya perikatan, kemudian kerugian itu
harus merupakan akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian
pengangkutan. ***

Begitu juga dijelaskan dalam Bab VI UU No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pasal 19 ayat (1)
bahwasanya pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa
yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kemudian ayat (2) menjelaskan ganti rugi
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan
kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1% bid, him. 75.



Apabila terdapat barang yang hilang/rusak, PT.JNE memberikan ganti rugi
kepada customer (pihak yang dirugikan) berupa pengembalian uang maksimal
sebesar 10 kali biaya kirim, dapat dikatakan ganti rugi yang diberikan JNE hanya
sebagian. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yaitu pihak customer dapat dirugikan
atau tidak. Pertama, dirugikan karena penggantian barang di sini tidak berpengaruh
terhadap harga barang yang dikirim, walaupun barang yang dikirimkan sangat mahal,
ganti rugi yang diberikan yaitu 10 kali biaya kirim, jika barang tersebut melebihi
maksimal harga. Kedua, apabila harga barangnya lebih kecil dari biaya 10 kali biaya
kirim, maka penggantian yang diberikan yaitu sebesar harga barang yang dikirim
tersebut. Pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh JNE hanya mengikuti harga
terendah. Misalnya, barang yang dikirim seharga Rp 100 ribu dan biaya pengiriman
paket dari Banda Aceh ke Jakarta dengan biaya Rp 37 ribu, maka bila barang tersebut
rusak atau hilang maka akan diganti senilai 10 x Rp 37 ribu dan hasilnya Rp 370 ribu,
karena Rp 370 ribu bukan nilai terendah, maka ganti rugi yang diberikan adalah Rp
100 ribu.'® Begitu juga dengan dokumen, biaya ganti rugi apabila customer tidak
mau menggunakan asuransi, maka biaya ganti ruginya yaitu dengan maksimal 10 kali
biaya pengiriman. Tetapi pihak JNE mewajibkan customer mengasuransikan
barang/dokumennya, karena apabila barang yang dikirm hilang, maka akan diganti

seharga barangnya, begitu juga dengan dokumen, apabila dokumen hilang, maka akan

105 \Wawancara dengan Mustagim, Supervisor Sales PT JNE Banda Aceh pada tanggal 25 Juni
2016 jam 10:30



diganti dengan penerbitan kembali dokumen tersebut, bukan nominal harga dokumen.
Barang/dokumen berharga juga wajib di packing kayu, bubble pack, dan lain-lain.
Ketetapan ganti rugi yang diberikan JNE merupakan ketentuan yang dibuat
oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No. 38
tahun 2009 tentangh Jasa Pengiriman Barang Bab I11 tentang Standar Pelayanan Pasal
10 poin 2i yang menjelaskan bahwasanya “jaminan pemberian ganti rugi atas
keterlambatan, kehilangan, ketidak sesuaian layanan, kerusakan yang terbukti akibat
kelalaian dan kesalahan penyelenggara jasa kurir paling tinggi 10 kali biaya
pengiriman kecuali kiriman yang diasuransikan.” Oleh sebab itu pihak JNE
memberikan pilihan dan penawaran kepada customer apabila barang yang akan
dikirim melebihi harga 10 kali biaya kirim maka dianjurkan untuk mengasuransikan
barangnya, agar barang tersebut lebih aman, dan apabila hilang maka akan diganti
penuh dengan dengan biaya asuransi sebesar 0.2 % dari harga barang +administrasi
Rp 5000,-, dengan syarat:
a. Bukti airway bill/resi yang asli
b. Bukti asuransi (apabila menggunakan asuransi)
c. Surat klaim (yang dilengkapi identitas)
d. Invoice/faktur pembelian barang. Klaim paling lambat diserahkan 1x24 jam
setelah barang diterima dan dilaporkan pada petugas customer service. %

Table. 3.3. Pertanggungan dokumen jika menggunakan asuransi
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No. Nama Dokumen Biaya Asuransi

1. BPKB mobil Rp 4.000.000,-
2. BPKB motor Rp 3.000.000,-
3. STNK mobil Rp 2.000.000,
4, STNK motor Rp 1.000.000,-
5. Surat tanah Rp 2.000.000,-

ljazah, Sertifikat, KTP, Transkip Nilai,
6. Rp 500.000,-
SKHU, dan sejenisnya

7. Batu cincin Maksimal 2 juta

8. Kartu perdana, HP, dan lain-lain Ketentuan asuransi JNE

Apabila PT JNE dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan dari PT.
JNE, tetapi karena kesalahan dan kelalaian pihak pengirim (seperti pembungkusan
kurang rapi sehingga menyebabkan barang yang dikirim rusak) atau karena keadaan
memaksa (force majeur) yang mengakibatkan barang yang dikirim tersebut tidak
sampai ditangan si penerima barang, maka PT JNE akan terbebas dari tuntutan ganti
rugi yang diajukan oleh pihak pengirim barang.’ Dapat dilihat dalam KUHD (Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang) Pasal 468 KUHD ayat (2) bahwa “Pengangkut
harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya

atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya
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barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu
kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya,
keadaannya, atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.'%
Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya, Berdasarkan
hukum positif dijelaskan jika ganti rugi yang diberikan yaitu harus penuh, tetapi ganti
rugi yang diberikan oleh PT. JNE hanya sebagian yaitu dengan maksimal 10 kali
biaya kirim, apabila konsumen (penitip) tidak menggunakan asuransi. Sebenarnya
pihak JNE akan mengganti penuh apabila pihak coustumer memilih untuk
mengasuransikan barang/dokumennya, tetapi apabila pihak coustumer memilih tidak
mengasuransikan barang/dokumennya, maka ganti rugi yang diberikan yaitu dengan

maksimal 10 kali biaya pengiriman.

3.5.  Konsep dan Praktek Pertanggungan Barang Hilang/Rusak Berdasarkan
Konsep Yad Amanah Dan Yad damanah
Memperhatikan nas (al-Qur’an dan Hadis) yang dibahas pada bab dua, yad
amanah diberlakukan dalam konteks wadi‘ah. Adapun yad damanah diberlakukan
dalam konteks barang pinjaman atau hutang (uang). Jika diperhatikan, pada wadi‘ah
fokusnya tertuju pada beban orang yang menerima titipan, sehingga kerusakan tidak
ditanggung olehnya. Logika berpikirnya tertuju pada kepercayaan yang diberikan

oleh orang yang menitipkan kepada yang menerima titipan. Salah satu hadis yang

1%Tim Visi Yustisia, KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), UU Perdagangan &
UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta: Visimedia, 2014), him.
179.



menjelaskan tentang orang yang amanah tidak dibebankan ganti rugi yaitu sabda

Rasulullah saw:

Hala aile (iladaiay g ol (a1 oo (il 0 038 Ge 4l Ge il o 5 e (e

Artinya:“Dari ‘Amar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw.
bersabda, “Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada
tanggungan atasnya.” (HR. Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat
perawi yang lemah)

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Sedangkan pada pinjaman, magasid
al-syari’ah fokusnya tertuju pada barang yang dipinjamkan, bagaimana barang yang
dipinjam, maka begitupula yang harus diberikan, dan apabila terjadi kerusakan dan
kehilangan barang, maka akan diganti penuh. Sebagaimana dijelaskan juga oleh nas,
KUHD, dan Bab VI UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang
menyatakan apabila terdapat barang hilang/rusak maka ganti rugi yang diberikan
harus penuh.

Salah satu hadis yang menjelaskan bahwasanya ganti rugi itu harus penuh
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh at-tirmidzi yaitu:

o lalll Aile Ciyind dalad Gk A o e A #1551 Gt Eaal 0B Ll e
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1%1hnu Hajar Asgalani, Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum (Jakarta: Gema Insani, 2013),
him. 420.



Artinya: “Dari Anas, ia berkata : Salah seorang istri Nabi Muhammad saw.
memberi hadiah makanan kepada Nabi dalam satu piring besar, lalu
‘Aisyah memukul piring itu dengan tangannya sehingga menumpahkan
isinya. Kemudian Nabi saw. bersabda: ‘“Makanan harus diganti dengan
makanan dan tempayan harus diganti dengan tempayan”.” (HR. Tirmidzi

dan ia yang mensahkannya)

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ganti rugi harus sebagaimana
barang yang telah dirusak. Sebenarnya, makanan yang diberikan sudah menjadi hak
milik Nabi Muhammad saw dan piring (tempayan) merupakan barang pinjaman, di
mana piring (tempayan) tersebut tetap menjadi hak milik istri Nabi. Tetapi pada hadis
tersebut dijelaskan bahwasanya “makanan harus diganti dengan makanan dan
tempayan harus diganti dengan tempayan”. Jadi makanan juga harus diganti, karena
yang memukul piring tersebut dan menumpahkan makanannya bukan Nabi
Muhammad saw. tetapi ‘Aisyah, dan makanan tersebut bukan hak milik ‘Aisyah tapi
milik Nabi. Oleh sebab itu ‘Aisyah harus mengganti makanan beserta tempayan itu
seperti semula. Begitu pula pada PT. JNE,

Merujuk pada kasus pertanggungan PT JNE , di satu sisi serupa dengan
wadi‘ah, tetapi di sisi lain, serupa dengan pinjaman. Saat diselami, kontrak yang
dilakukan para pihak adalah pengiriman yang konsekuensi di dalamnya adalah
penitipan dan pinjaman. Dari sisi ini, terlihat yang berlaku itu adalah yad amanah dan
yad damanah, tetapi dari sisi lain kontrak yang dilakukan para pihak tidak sama

dengan konsep yad amanah dan yad damanah, karna barang tersebuttidak hanya

disimpan di suatu tempat (dalam konsep yad amanah) dan tidak di jaga sendiri oleh

MOA - Qadir Hassan, Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, Nailul Authar jilid 4
(Surabaya: PT. Bina limu), him. 1934.



JNE (dalam konsep yad damanah) tetapi dikirim dan dibawa dalam kargo, sehingga
rentan dengan resiko hilang/rusak. Dari sudut pandang ini, barang itu tidak
diperlakukan sebagai penitipan dan pinjaman sehingga tidak logis jika tidak
dibebankan tanggungan atas kerusakan dan tidak mungkin juga pihak JNE

memberikan ganti rugi penuh.



4.1

BAB EMPAT

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya,dalam bab terakhir ini penulis

menarik kesimpulan terhadap analisis hukum pertanggungan barang hilang/rusak

pada PT JNE Batoh Banda Aceh, sebagai berikut:

a.

Pertanggungan barang oleh penyedia jasa pengiriman terhadap barang-barang
yang hilang/rusak yaitu mengganti kerugian kepada pemilik barang berupa
penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman. Namun jika
barang tersebut bernilai tinggi, maka pihak perusahaan memberikan pilihan
kepada konsumen untuk diasuransikan atau tidak. Apabila konsumen memilih
untuk mengasuransikan barang yang akan dikirim tersebut, maka apabila
terjadi kerusakan/kehilangan terhadap barang,akan diganti sepenuhnya dengan
syarat-syarat tertentu, tetapi biaya premi asuransi dibayar sendiri oleh
pengirim.

Pertanggungan barang dalam muamalah termasuk ke dalam akad yad amanah
(wadi‘ah) dan yad damanah (daman). Tetapi pada perusahaan JNE, tidak

sama dengan wadi‘ah karena barang tersebut bukan disimpan seperti



wadi‘ah. Di sisi lain, barang yang dikirim berisiko rusak sehingga tidak bisa

dilepas dari tuntutan pembayaran bila ada unsur kelalaian.

4.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas,
maka penulis mengajukan tiga saran:

a. PT JNE harus lebih memperhatikan dan teliti dalam proses pengecekkan data
barang agar tidak terjadi salah alamat sewaktu dikirim, sehingga barang
tersebut tidak tercecer atau sebagainya.

b. PT JNE harus memperhatikan klaim konsumen yang berulang kali terjadi
supaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

c. Demi keamanan barang kiriman, PT JNE sebaiknya melakukan pengawasan
langsung pada saat proses pengiriman barang agar mengurangi adanya

kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan barang sampai ke tujuan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Qadir Hassan, Mu’ammal Hamidy, Imron dan Umar Fanany, Nailul Authar jilid 4,
Surabaya: PT. Bina llmu, 1934.

A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah), Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002.

Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari
cet.1, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.

Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim, Solo: Insan Kamil, 2008.
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiyah, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012,

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Bekasi Timur:
Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002.

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Djoko Prakoso, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, Jakarta: PT Buku Kita, 20009.

Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di
Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Husni Muadz, M., Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi
Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem, Mataram: IPGH, 2014.

Ibnu Hajar al-Asgalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Jakarta: Gema
Insani, 2013.



Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma’ad jilid 11, Jakrata: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mugtashid jilid I, Semarang: CV.
Asy syifa’, 1990.

Imam Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, Kifayatul Akhyar, Surabaya: Bina
Iman, 2003.

Imam Tagiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, Kifayatul Akhyar, Surabaya:
Bina Iman, 2003.

Juwariyah, Hadis Tarbawi, Yogyakarta: Teras, 2010.

Muhammad Qasim Al-Mansi, Taghayyur al-Zuruf wa Asruh fi Ikhtilaf al-Ahkam fi
Syart’at al-1slamiyyah, Kairo: Dar al-Nar wa al-Amal, 1985.

Musthafa Diib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap penjelasan hukum-hukum islam
mazhab syafi’i, Solo: Media Zikir, 20009.

Mustofa Dieb Al Bigha, Figh Islam, Surabaya: Insan Amanah, 142H.
Nasution, Metode research (penelitian llmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Sayyid Sabig, Fikih Sunnah 12, Bandung: PT Alma’arif, 1987.

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap (jilid I-11),
Jakarta: Darul Falah, 2005.

Soegijatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Jakarta: PT
Rineka cipta, 1995.

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syari’ah Di Indonesia, Jakarta: Salemba
Empat, 2001.

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus, Jakarta: Kencana: 2004.
Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Jakarta: Sinar Buku Algerindo, 2007.



Sution Usman Adji, Djoko Prakorso dan hari pramono, Hukum Pengangkutan di
Indonesia, Jakarta: PT Rinka cipta, 1991.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza ‘iri, Minhajul Muslim (Konsep Hidup Ideal Dalam
Islam), Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1419 H.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, Jakarta Timur: Pustaka Al-
Kautsar, 2015.

Syaikh Abubakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim: pedoman hidup ideal seorang
muslim, Solo: Insan Kamil, 2008.

Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, Fikih Muyassar, Jakarta: Darul Hag,
2016.

Tim Visi Yustisia, KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang), UU
Perdagangan & UU Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, Jakarta: Visimedia, 2014.

Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang
Disempurnakan, Jakarta: Eska Media.

Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i, Jakarta: Almahira, 2010.



O e
EXPRESS

SURAT KETERANGAN
NO, M45/INE-BT.4/2017

a Yth Dekan Fakulias Syariah Banda Aceh, 24 Juli 2017

ersilas Istam Negeri Ar-Raniry

A n dmam s s dilacic.ale fill L
LQUILICL L TECUT WITUCLYY QL 3L

£ l?ygm Firmana
Jabatan - Human Capital dan National Quality Coutrol JNE Banda Aceh

hgan im menyatakan saudari:

R Eirsans 13 nhements
SNAama Finni Rabmawat
3 rwa e N O
VI S1Ziannrsn

{4l melakukan penelitian untuk pengerjaan tugas akhir (Penulisan Skripsi) dengan judul “Analisis Hukum
hadap Pertanggungan Barang Hilang/Rusak pada PT. JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori
Lictmanuh Dan Yad-Demanah™, Dalam hat ini kami sudah membaniu saudan entok dapat mendapatkan

berapa hal vang sesuai untuk penulisan skripsi tersebut.

bngan bantuan i kami berharap dikemudian hari dapat lebih membantu mahasiswa/l lam, agar dapat

serjasama dengan kami untuk penyelesaian studinya.

At mermyiataan snd bams cammnaikon anar Aanat dinerounalan doncan haile dan cebanaimactinya
af normyataan i Kami Camna o By T s Uil R Moo o Sres i =




STUKTUR PT.JNE BANDA ACEH




BUKTI PEMERIKSAAN IS KIRIMAN

PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR
‘engifim : ORG | No. Connote Pengirim Petugas Counter Petugas Pick Up
Tal. Kirim
‘engirim ; DEST
i Counter Cash © I
TTD & Nama Jelas TTD & Hama Jelas T70 L Namy oeas
.g- '—Jenis Kiriman Merk/ Tipe Pcs Serial No. * Imei No. * Warna Kondisi *** Accessones

iote : * unfuk kirman voucher dan Jenis HVS lainnya
*&** unluk fenis Kirinvan H? wafib dis!
*** kondisi : baru, second, senice (rusak)




Nama

Tempat, TanggalLahir
Jenis Kelamin
Pekerjaan/NIM
Agama

Kebangsaan

Alamat

DATA ORANG TUA:
Nama Ayah
Pekerjaan

Nama Ibu

Pekerjaan

Alamat

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD

SMP

SMA
PerguruanTinggi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

:Finni Rahmawati

:Suaq Bakong, 23 Januari 1996

:Perempuan

:Mahasiswi / 121310026

:Islam

:Indonesia

:JI.T.Nyak Arief, Desa Jeulingke, Kec. Syiah
Banda Aceh.

Kuala,

: Abu Bakar (Alm)

: Safnidar
: PNS
: Desa le dingen, Kec. Meukek, Kab. Aceh Selatan.

: SD Negeri 1 Kandang

: SMP Negeri 1 Meukek

: SMA Insan Madani Meukek

:Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 14 Juli2017

Finni Rahmawati



	LEMBARAN JUDUL  i  PENGESAHAN SIDANG  ii  PENGESAHAN PEMBIMBING  iii
	LEMBARAN PERTANYAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH  iv ABSTRAK   v  KATA PENGANTAR  vi TRANSLITERASI  viii
	DAFTAR LAMPIRAN  xi DAFTAR ISI ... xii

